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ABSTRAK 

M.Reivaldy Elfitra Samudra Tungga (23801032) 

Peran Ganda Hakim terhadap Efektivitas Penyelesaian Perkara di PA 

Curup 

Penyelesaian perkara melalui mediasi merupakan salah satu upaya yang 

terus dioptimalkan oleh peradilan agama untuk mempercepat proses penyelesaian 

sengketa dan mengurangi beban perkara. Namun, di Pengadilan Agama Curup, 

keterbatasan jumlah mediator non-hakim menyebabkan hakim harus menjalankan 

peran ganda sebagai mediator sekaligus adjudikator. Kondisi ini menimbulkan 

pertanyaan yang melatarbelakangipenelitian ini berkenaan dengan bagaimana 

pelaksanaan peran ganda tersebut dilakukan dan sejauh mana peran ganda itu 

terhadap efektivitas penyelesaian perkara. 

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan 

(field research) Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara terhadap hakim, 

observasi non-partisipan, serta dokumentasi sebagai data pendukung. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mampu menjalankan peran 

ganda sebagai adjudikator dan mediator, namun mereka juga menghadapi tantangan 

berupa tingginya beban kerja, role strain, tuntutan waktu yang ketat, serta 

kebutuhan menjaga objektivitas dan independensi ketika beralih antara peran 

mediator dan pemutus perkara. Peran ganda hakim di PA Curup memiliki pengaruh 

yang positif dan substansial terhadap efektivitas penyelesaian perkara. Pengaruh ini 

terwujud dalam dua mekanisme utama, yakni mengurangi beban perkara dan 

mempercepat proses penyelesaian perkara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) 

para hakim mengakui adanya beban perkara yang tinggi dan mengalami konflik 

peran subjektif dengan adanya peran ganda ini, tetapi para hakim juga mampu 

beradaptasi dan dapat dikondisikan dengan etos profesionalisme yang dimiliki. 2) 

peran mediasi yang difasilitasi para hakim mediator secara langsung bertindak 

sebagai mekanisme pengurangan beban perkara (efektivitas). 

Kata Kunci: Peran ganda, Hakim, Efektivitas 
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ABSTRACT 

M.Reivaldy Elfitra Samudra Tungga (23801032) 

Peran Ganda Hakim terhadap Efektivitas Penyelesaian Perkara di PA 

Curup 

Resolving cases through mediation is one of the efforts that continues to be 

optimized by the religious courts to accelerate the dispute resolution process and 

reduce the caseload. However, at the Curup Religious Court, the limited number of 

non-judge mediators has resulted in judges having to play a dual role as mediators 

and adjudicators. This condition raises questions that underlie this study regarding 

how this dual role is carried out and to what extent it affects the effectiveness of 

case resolution. 

This study uses a qualitative method with a field research approach. Data 

collection was obtained from interviews with judges, non-participant observation, 

and documentation as supporting data.  

The results of this study indicate that judges are capable of performing dual 

roles as adjudicators and mediators, but they also face challenges in the form of 

high workloads, role strain, tight time constraints, and the need to maintain 

objectivity and independence when switching between the roles of mediator and 

adjudicator. The dual role of judges at the Curup District Court has a positive and 

substantial influence on the effectiveness of case resolution. This influence is 

manifested in two main mechanisms, namely reducing the caseload and 

accelerating the case resolution process. This study concludes that 1) judges 

acknowledge the high case load and experience subjective role conflicts due to this 

dual role, but judges are also able to adapt and can be conditioned by their 

professional ethos. 2) The mediation role facilitated by judge-mediators directly 

acts as a mechanism for reducing the case load (effectiveness). 

Keywords: Dual role, Judge, Effectiveness 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Peradilan Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem 

hukum di berbagai Negara dengan mayoritas Muslim. Prinsip dasar dari 

peradilan Islam mencakup keadilan, transparansi dan perlindungan hak-hak 

individu berdasarkan ajaran Al-Qur’an dan Hadits. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peradilan adalah 

segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Sedangkan pengadilan 

memiliki arti yang banyak, yaitu dewan atau majelis yang mengadili 

perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim yang mengadili 

perkara, mahkamah perkara.1 Peradilan terkadang diartikan sama dengan 

pengadilan dan terkadang dikemukakan pengertian yang berbeda. 

Sedangkan menurut istilah, peradilan adalah daya upaya untuk mencari 

keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut 

peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.2 

Peradilan dalam pembahasan fiqh diistilahkan dengan qadha’, 

memiliki arti selesai dan sempurnanya sesuatu, atau memerintahkan, 

memutuskan, menyempurnakan dan menetapkan. Secara istilah adalah 

                                                           
1 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). 7. 
2 Zaini Ahmad Nuh, Hakim Agama dari Masa ke Masa (Jakarta: Munas Ikaha, 1995). 

15. 
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memutuskan perselisihan yang terjadi pada dua orang yang berselisih atau 

lebih dengan hukum Allah.3 Hal ini tertulis dalam QS. Al-Ma’idah: 48  

ا لِ مَا بَيَۡۡ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتََٰبِ وَمُهَيۡمِنًا ٗ  وَأنَزَلۡنَآ إِليَۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ بٱِلَۡۡقِ  مُصَدِ ق
نَ هُم بِآَ أنَزَلَ ٱلَلُِّۖ وَلََ تَ تَبِعۡ أهَۡوَاءَٓهُمۡ عَمَا جَآءَكَ مِنَ 

ٱلَۡۡق ِِّۚ عَلَيۡهِِۖ فٱَحۡكُم بَ ي ۡ
هَاج ٗ  جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَة ٗ  لِكُل    وَلَوۡ شَآءَ ٱلَلُّ لََعََلَكُمۡ أمَُةٗ  وَمِن ۡ

 ٗ  اِّۚ
 فٱَسۡتَبِقُواْ ٱلَۡۡيََٰۡتِِّۚ إِلََ ٱللَِّ مَرۡجِعُكُمۡ  ٗ  وََٰحِدَة

لُوكَُمۡ فِ مَآ ءَاتىََٰكُمِۡۖ وَلََٰكِن ل يَِ ب ۡ
يع تَلِفُونَ  ا فَ يُ نَ بِ ئُكُم بِاَ كُنتُمۡ فِيٗ  جََِ  هِ تََۡ

Artinya: “dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa 

kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-

kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap 

kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka 

menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah 

datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami 

berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah 

menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), 

tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya 

kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya 

kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-

Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,” (QS.  Al-

Maa-idah: 48). 

Peradilan menjadi pilar penting dalam tegaknya keadilan di tengah 

masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, peradilan tidak sekadar berfungsi 

menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip 

syariah yang menjunjung tinggi keadilan (al-‘adl) dan keseimbangan (al-

                                                           
3 Siska Lis Sulistiani, Peradilan Islam. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020). 2. 
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mizan) sebagai tujuan tertinggi. Sepanjang sejarah peradaban Islam, peran 

hakim (qadi) mendapat posisi yang sangat strategis dalam menjaga 

ketertiban sosial dan melaksanakan hukum yang berpijak pada Al-Qur’an, 

hadits, ijma', dan qiyas. Di era kontemporer, prinsip-prinsip peradilan Islam 

terus diadaptasi dan diterapkan dalam sistem peradilan negara modern, 

termasuk di Indonesia yang memiliki sistem peradilan agama khusus 

menangani perkara-perkara keperdataan Islam seperti perceraian, waris, 

wakaf, dan lainnya. 

Peradilan Islam di Indonesia bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara diantara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 

infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 4  Lembaga ini 

memainkan peranan vital dalam penyelesaian perkara di kalangan umat 

Muslim, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris. 

Seiring berkembangnya zaman, beban kerja Pengadilan Agama semakin 

meningkat, baik dari segi kuantitas perkara yang masuk maupun 

kompleksitas penyelesaiannya. Hal ini menuntut peran hakim tidak hanya 

sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai mediator yang dituntut mampu 

menyelesaikan perkara secara damai di luar putusan formal. 

                                                           
4  Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (Jakarta: Direktori Putusan 

Mahkamah Agung RI,2006), 2. 
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Salah satu pengadilan agama yang mengalami dinamika serupa 

adalah PA Curup, yang berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong. PA Curup 

sebagai institusi peradilan tingkat pertama menjalankan tugas dan fungsinya 

untuk menyelesaikan perkara-perkara yang masuk dengan cara yang efektif 

dan efisien. Namun, dalam praktiknya, para hakim di PA Curup tidak hanya 

mengemban tugas yudisial, tetapi juga sering kali merangkap jabatan lain, 

baik dalam struktur organisasi pengadilan maupun sebagai mediator yang 

difungsikan untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi. Fenomena 

ini dikenal sebagai peran ganda hakim, yang pada satu sisi diharapkan 

mampu mempercepat proses penyelesaian perkara, namun di sisi lain 

berpotensi menimbulkan beban kerja berlebih yang bisa berdampak pada 

efektivitas peradilan itu sendiri. 

Dalam satu sisi, peran ganda yg dijalankan oleh hakim ini sering 

dianggap bertolak belakang dengan kode etik profesi hakim itu sendiri, 

dimana pada kode etik profesi hakim itu sendiri berbicara soal yang pertama 

adalah independensi, dimana ketika menjadi mediator, hakim akan terlibat 

langsung dan berinteraksi dengan para pihak, yang tentu akan 

mempengaruhi emosi dan independensinya. Yang kedua konflik 

kepentingan, karena peran ganda ini akan ada potensi munculnya konflik 

kepentingan yang seharusnya ini menjadi larangan untuk para hakim. 5 

Walaupun demikian PERMA Nomor 1 tahun 2016 sendiri menegaskan hal 

                                                           
5 Mahkamah Agung, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi 

Yudisial RI tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim (Jakarta: Mahkamah Agung, 2009), 14-15. 
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ini secara legal menjadi terapan dan pedoman untuk para hakim di 

pengadilan khususnya pengadilan agama untuk melaksanakan peran ganda 

ini. Hal ini pun disebut dalam Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi “Ketua 

Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa 

Perkara yang memutus.”6 , hal ini menunjukkan bahwa mediator hakim 

berasal dari hakim yang tidak memeriksa pokok perkara. Namun, praktik di 

lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah mediator sering kali 

mengakibatkan hakim yang sama harus menjalankan fungsi ganda ini. 

Namun, dalam pelaksanaannya, peran ganda ini juga menghadirkan 

tantangan tersendiri, seperti potensi konflik kepentingan, kelelahan kerja 

(burnout), dan turunnya kualitas pelayanan hukum kepada pencari keadilan. 

Fenomena inilah yang menciptakan adanya dilema profesi dan psikologis 

yang dirasakan oleh para hakim itu sendiri. 

Namun hal ini terjawab juga dalam PERMA No.1 Tahun 2016 

bahwa adapun mediator non hakim yg bersertifikat dapat membantu proses 

mediasi ini sendiri, akan tetapi bagi sebagian pihak mereka lebih memilih 

hakim mediator sebab bebas dari biaya, sedangkan untuk mediator non 

hakim akan dibebankan biaya sesuai kesepakatan, hal ini tertera pada 

PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 20 ayat (1). Walaupun demikian secara 

praktik mungkin tidak akan selalu sesuai dengan teori, bisa saja walaupun 

adanya bantuan dari mediator non hakim tidak menutup kemungkinan 

                                                           
6 Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan 

Agama (Jakarta: Mahkamah Agung, 2016), 5. 
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dengan bertumpuknya berkas perkara ini membuat kualitas penyelesaian 

dan waktu penyelesaian perkara tidak maksimal. Dan juga para pihak yang 

menentukan pada mediator mana mereka akan bermediasi apakah itu him 

mediator atau mediator dari luar (mediator non hakim). 

Fenomena peran ganda Hakim yang menuntut transisi kognitif dan 

emosional antara peran adjudikator (pemutus, berdasarkan hukum) dan 

peran mediator (fasilitator, berdasarkan konsensus), menciptakan suatu 

dinamika internal yang patut dieksplorasi. Peran ganda ini tidak sekadar 

menambah beban kerja, tetapi menciptakan dilema moral, psikologis, dan 

profesional dalam diri Hakim, yang persepsinya perlu digali secara 

mendalam untuk memahami implikasinya terhadap Efektivitas. 

Efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Curup tidak 

hanya diukur dari indikator kuantitatif, tetapi juga dari kualitas keadilan 

substantif yang dirasakan oleh para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk masuk ke dalam dunia pengalaman Hakim itu sendiri, untuk 

memahami bagaimana mereka mendefinisikan dan mencapai efektivitas di 

tengah tekanan peran ganda. 

Berdasarkan data dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup 

dalam pada tahun 2016-2020, dari 5514 perkara yang dilakukan mediasi 

hanya 2,7% yang berhasil dimediasi, jauh di bawah tingkat keberhasilan 

mediasi di yurisdiksi lain yang mencapai 79,5%.7 

                                                           
7 Wina Purnama sari, dkk., “Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian 

di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B, Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga. 13.1 (2021): 85. 
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Lalu berdasarkan Buku Laporan Tahunan PA Curup pada tahun 

2023 menunjukkan bahwa ada 102 perkara yang dimediasi. Namun hanya 

47 perkara yang berhasil dimediasi dan 55 perkara tidak berhasil di 

mediasi.8 Selanjutnya pada tahun 2024 perkara yang masuk sebanyak 129, 

61 berhasil dimediasi dan 32 tidak berhasil dimediasi.9 Berdasarkan data-

data tersebut terlihat terjadinya fluktuasi dalam tingkat keberhasilan mediasi 

(bisa dilihat di website PA Curup). Dengan terjadinya fluktuasi ini 

menimbulkan dugaan adanya inkonsistensi dalam penerapan peran ganda 

hakim yang berimplikasi pada efektivitas. 

Intitinya disini dengan adanya fenomena peran ganda yang 

dijalankan oleh hakim, yakni peran sebagai aparat penegak hukum sekaligus 

menjalankan fungsi lain seperti mediator. Peran ganda ini menimbulkan 

tantangan dalam menjalankan tugasnya secara efektif, karena hakim harus 

menyeimbangkan antara berbagai tanggung jawab yang tidak hanya bersifat 

hukum tapi juga sosial dan personal. 

Masalah ini menjadi penting untuk diteliti karena peran ganda dapat 

mempengaruhi kualitas dan kecepatan penyelesaian perkara di Pengadilan 

Agama, termasuk bagaimana hakim menghadapi beban peran tersebut 

dalam konteks keterbatasan sumber daya, tuntutan profesionalisme, dan 

dukungan organisasi. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam 

bagaimana hakim menjalani peran ganda tersebut dan bagaimana 

                                                           
8 Pengadilan Agama Curup, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Curup 

Kelas IB Tahun 2023 (Rejang Lebong: Pengadilan Agama Curup Kelas IB, 2023), 28. 
9 Pengadilan Agama Curup, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Curup 

Kelas IB Tahun 2024 (Rejang Lebong: Pengadilan Agama Curup Kelas IB, 2024), 32. 
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dampaknya terhadap efektivitas proses penyelesaian perkara di PA Curup, 

sehingga dapat memberikan gambaran nyata tentang permasalahan yang 

dihadapi serta rekomendasi untuk peningkatan kinerja pengadilan. 

Jadi berdasarkan latar belakang masalah ini dengan menekankan 

pentingnya pemahaman komprehensif terhadap peran multi-dimensi hakim 

dan konsekuensinya terhadap efektivitas penyelesaian perkara di 

lingkungan Pengadilan Agama Curup, maka penulis berkeinginan untuk 

mengangkat permasalahan ini menjadi karya tulis ilmiah yaitu tesis dengan 

judul “Peran Ganda Hakim terhadap Efektivitas Penyelesaian Perkara di 

PA Curup” 

B. Fokus Masalah 

Untuk menghindari kekeliruan dan pembahasan yang melenceng 

dari keutamaan tesis ini, maka untuk itu penulis akan berfokus pada soal 

menggali aspek praktik dan pengalaman hakim dalam menyeimbangkan 

kedua peran yang memiliki tuntutan berbeda secara profesional dan 

emosional serta menelaah dampak peran ganda terhadap kualitas, 

kecepatan, dan keberhasilan penyelesaian perkara di PA Curup, termasuk 

tantangan yang muncul terkait beban kerja dan potensi konflik kepentingan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang sebelumnya, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana hakim di PA Curup menjalankan peran gandanya dalam 

proses penyelesaian perkara? 
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2. Bagaimana peran ganda hakim terhadap efektivitas penyelesaian 

perkara di PA Curup? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini sebelumnya, maka tujuan dari 

penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana hakim di PA Curup menjalankan peran 

gandanya dalam proses penyelesaian perkara. 

2. Untuk mengetahui bagaimana peran ganda hakim terhadap efektivitas 

penyelesaian perkara di PA Curup. 

E. Kegunaan Penelitian 

1.  Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan 

manajemen peradilan agama. Hasil penelitian akan memperkaya kajian 

tentang peran ganda hakim baik sebagai pemutus perkara maupun 

mediator dengan menyoroti dimensi psikologis, profesional, dan 

organisatoris yang mempengaruhi efektivitas kerja hakim di peradilan 

agama. Temuan ini juga dapat menjadi referensi teori dalam studi 

hukum Islam dan peradilan modern. 

2. Kegunaan Praktis. 

Sebagai bahan masukan bagi Pengadilan Agama Curup dan 

lembaga peradilan agama lainnya dalam merumuskan kebijakan. 
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3. Kegunaan Sosial 

Memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan 

tentang pentingnya efisiensi penyelesaian perkara serta peran strategis 

hakim dalam proses peradilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Hakim 

a. Pengertian Hakim 

Dilansir dari Ensiklopedia, Hakim adalah pejabat umum yang 

diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara-

perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara hukum 

yang diajukan ke Pengadilan dan Mahkamah.10  

Hakim adalah pejabat pengadilan yang memiliki kewenangan 

dan tugas utama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

perkara berdasarkan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. 

Sebagai penegak hukum dan keadilan di lembaga peradilan, hakim 

harus bersifat independen, tidak memihak, dan terbebas dari 

tekanan pihak mana pun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.11 

1) Dasar Hukum Hakim 

a) Pasal 24 UUD 1945: Mengatur bahwa kekuasaan 

Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan 

                                                           
 10  “Judge”. American Law Yearbook 2007. Encyclopedia.com. (December 4, 2025). 

https://www.encyclopedia.com/law/legal-and-political-magazines/judge. 
11  Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. (Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2009), 25. 
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badan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah 

Konstitusi (MK). 

b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman: Menegaskan prinsip independensi Hakim serta 

menetapkan bahwa Hakim bertanggung jawab untuk 

menegakkan keadilan berdasarkan hukum. 

c) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Umum: Mengatur peran Hakim di peradilan umum, mulai 

dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. 

d) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama: Menjelaskan peran Hakim di peradilan agama, 

khususnya dalam penyelesaian kasus-kasus perdata Islam. 

2) Jenis Hakim di Indonesia 

a) Hakim Pengadilan Umum: Hakim di pengadilan umum 

bertugas menyelesaikan perkara pidana dan perdata yang 

melibatkan warga negara pada umumnya. Hakim 

pengadilan negeri bertindak sebagai Hakim tingkat 

pertama, sementara Hakim pengadilan tinggi bertindak 

sebagai Hakim tingkat banding. 

b) Hakim Pengadilan Agama: Hakim pengadilan agama 

bertugas mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan 

hukum Islam, seperti perceraian, waris, wakaf, dan hibah. 
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Hakim agama juga berwenang menyelesaikan sengketa 

ekonomi syariah. 

c) Hakim Pengadilan Militer: Hakim militer adalah Hakim 

khusus yang mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) yang melanggar hukum militer. Hakim militer 

memiliki kewenangan untuk mengadili perkara mulai dari 

Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, hingga 

Mahkamah Militer Agung. 

d) Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN): Hakim di 

PTUN bertugas mengadili sengketa antara warga negara 

dan pemerintah akibat keputusan tata usaha negara yang 

dianggap merugikan. 

e) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK): Hakim Mahkamah 

Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang 

terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara, dan memutus sengketa hasil pemilu. 

Hakim MK terdiri dari sembilan orang yang dipilih oleh 

Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. 

f) Hakim Mahkamah Agung (MA): Hakim di Mahkamah 

Agung bertugas memutus perkara kasasi dan mengawasi 

pelaksanaan peradilan di bawahnya. Hakim MA juga 

bertugas menguji peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang. 
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3) Peran dan Fungsi Hakim 

a) Independensi: Hakim harus terbebas dari tekanan pihak 

luar, termasuk pengaruh eksekutif, legislatif, dan pihak 

swasta. 

b) Imparsialitas: Hakim harus bersikap netral dan tidak 

memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. 

c) Transparansi: Putusan Hakim harus terbuka untuk publik 

kecuali ada alasan yang sah untuk menutup proses 

persidangan. 

d) Akuntabilitas: Hakim bertanggung jawab atas 

keputusannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban jika 

terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang. 

e) Kesetaraan di Hadapan Hukum: Hakim harus 

memperlakukan semua pihak secara adil tanpa memandang 

status sosial, ekonomi, atau politik. 

4) Peran Hakim dalam Sistem Peradilan Islam 

Dalam sistem peradilan Islam, hakim, atau yang dikenal 

sebagai qadi, memiliki peran sentral dalam menegakkan 

keadilan dan menerapkan hukum syariah. Seorang hakim 

diharapkan memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum 

Islam, serta integritas dan kemampuan untuk menerapkan 

prinsip-prinsip syariah dalam berbagai konteks. Al-Mawardi, 

dalam karyanya Al-Ahkam al-Sultaniyah, menekankan bahwa 
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seorang qadi harus menegakkan hukum dengan adil dan 

bijaksana, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan 

individu dan masyarakat. 

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam karyanya I'lam al-

Muwaqqi'in, menyoroti pentingnya independensi dan netralitas 

hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim harus bebas dari 

tekanan eksternal dan tidak terlibat dalam kepentingan pribadi 

yang dapat mempengaruhi putusannya. Hal ini sejalan dengan 

prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan 

kemaslahatan.12 

Dalam konteks kontemporer, peran hakim dalam sistem 

peradilan Islam terus berkembang seiring dengan upaya 

mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan praktik 

peradilan modern. Di Indonesia, misalnya, peraturan seperti 

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan mencerminkan upaya untuk mengadopsi metode 

penyelesaian sengketa yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, 

sambil tetap mempertahankan independensi dan netralitas 

hakim. 

 

 

                                                           
12 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi'in (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 

112. 
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b. Teori Pengambilan Keputusan oleh Hakim (Ajudikasi). 

Adjudikasi merupakan proses pengambilan keputusan oleh 

hakim dalam mengadili atau menyelesaikan suatu permasalahan 

dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggung- 

jawabkan secara hukum. Dalam konsep adjudikasi, hakim tunduk 

pada suatu tatanan hukum dan terikat pada perundang-undangan 

yang berlaku. 13  Proses adjudikasi menempatkan hakim sebagai 

pihak ketiga yang memiliki otorisasi untuk membuat keputusan 

yang mengikat berdasarkan bukti dan argumentasi hukum yang 

diajukan para pihak. 

Ronald Dworkin mengembangkan teori adjudikasi yang 

menekankan bahwa dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sangat 

berat sekalipun, ketentuan-ketentuan hukum harus tetap 

merupakan acuan yang harus diikuti oleh hakim. 14  Dworkin 

mengakui bahwa hakim dapat memiliki perbedaan dalam 

kesimpulan akhir putusan karena adanya perbedaan sistem politik 

dan latar belakang prinsip moral. Namun, pandangan politik dan 

moral hakim hanyalah merupakan pertimbangan bagi pengambilan 

putusan hukum, bukan dasar utama. 

                                                           
13 Susila Adiyanta, “Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri 

Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi”, Administrative Law & Governance Journal. 

4.2 (2021): 262. 
14 Susila Adiyanta, “Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri 

Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi”, Administrative Law & Governance Journal. 

4.2 (2021): 260. 
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Hart memperkenalkan konsep "open texture" atau tekstur 

terbuka dalam hukum, yang mengakui adanya ruang diskresi bagi 

hakim ketika menghadapi kasus yang tidak secara jelas diatur 

dalam undang-undang. Menurut Hart, dalam kasus-kasus sulit, 

hakim dapat menggunakan diskresi untuk mengisi kekosongan 

hukum, namun tetap dalam batas-batas kerangka hukum yang 

berlaku.15 

Dalam sistem hukum Islam, konsep adjudikasi dikenal dengan 

istilah qadha, dan hakim disebut qadhi. Al-Mawardi (dalam 

Zulkarnain, 2022) mendefinisikan qadha sebagai proses 

penyelesaian sengketa antara dua orang atau lebih berdasarkan 

hukum Allah. Seorang qadhi memiliki kewajiban untuk 

menerapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan 

qiyas. 16  Dalam hukum Islam sendiri, adjudikasi tidak hanya 

dipandang sebagai proses hukum formal, tetapi juga sebagai 

bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. 

Menurut Imam Syafi'i, hakim harus memiliki pengetahuan 

mendalam tentang Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, serta 

memiliki ketakwaan dan integritas moral yang tinggi. Rasulullah 

SAW bersabda: 

 
                                                           

15 John T. Noonan, “THE CONCEPT OF LAW. By H. L. A. Hart.” Oxford: Oxford 

University. The American Journal of Jurisprudence, Vol 7, Issue 1, (1962), 169–177, 
16 Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyah, diterjemahkan oleh Asadullah Yate (London: Ta-

Ha Publishers, 2000), 25. 
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شَريِك   حَدَثَ نَا بِشْر   بْنُ  الَْۡسَنُ  حَدَثَنِ  إِسْْعَِيلَ  بْنُ  مَُُمَدُ  حَدَثَ نَا  
أنََ  أبَيِهِ  عَنْ  بُ ريَْدَةَ  ابْنِ  عَنْ  عُبَ يْدَةَ  بْنِ  سَعْدِ  عَنْ  الَْْعْمَشِ  عَنْ   
النَارِ  فِ  نِ قاَضِيَا ثَلََثةَ   الْقُضَاةُ  قاَلَ  وَسَلَمَ  عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلَى النَبَِ   

النَارِ  فِ  فَذَاكَ  ذَاكَ  فَ عَلِمَ  الَْۡق ِ  بغَِيِْ  قَضَى رَجُل   الَْنََةِ  فِ  وَقاَض    
قَضَى وَقاَض   الناَرِ  فِِ  فَ هُوَ  النَاسِ  حُقُوقَ  فأََهْلَكَ  يَ عْلَمُ  لََ  وَقاَض    

الَْنََةِ  فِ  فَذَلِكَ  بِِلَْۡق ِ   
 

Artinya:"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma'il, 

telah menceritakan kepadaku Al Hasan bin Bisyr telah 

menceritakan kepada kami Syarik dari Al A'masy dari 

Sa'id bin Ubadah dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa 

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Hakim ada 

tiga macam, satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang 

di surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan ia 

memutuskan dengannya. Hakim yang di neraka adalah 

hakim yang mengetahui kebenaran tetapi ia tidak 

memutuskan dengannya, dan hakim yang memutuskan 

perkara dengan kebodohan." (HR. Tirmidzi No.1244).17 

 

2. Mediasi 

a. Pengertian Mediasi 

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 pada pasal 1 ayat 7, 

mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan guna memperoleh kesepakatan para pihak yang 

bersengketa dengan dibantu oleh Mediator sebagai fasilitator.  

Mediasi merupakan proses di mana para pihak bersama-

sama dengan dibantu oleh mediator berupaya mengisolasikan 

                                                           
17  Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, Ensiklopedia Hadits 6; Jami’ at-Tirmidzi.  

(Jakarta: Almahira, 2013). 466-467. 
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perkara agar dapat mempertimbangkan opsi-opsi dalam mencapai 

kesepakatan yang pada akhirnya bisa mengakomodasi kepentingan 

mereka masing-masing. Mediasi dasarnya bisa membantu para 

pihak dalam bernegosisasi yang mana mengikutsertakan pihak 

netral yang ahli dalam teknik-teknik negosiasi yang efektif terhadap 

sengketa, agar lebih efektif dalam melaksanakan negosiasi. Pada 

umumnya mediasi memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1) Adanya proses 

2) Ada pihak-pihak yang relevan atau perwakilannya 

3) Pihak ketiga (seorang Mediator) 

4) Berusaha untuk memperoleh kesepakatan para pihak melalui 

negosiasi 

Dalam proses mediasi pasti ada resiko yang muncul dan bakal 

dihadapi para pihak yang tentunya bukan saja hanya soal kegagalan 

dari mediasi tersebut, tapi bisa saja hal yang lebih buruk akan 

terjadi. Menurut Gregory Tillet (1998) resiko yang mendominasi 

pada proses mediasi adalah sebagai berikut: 

1) Power imbalance, ketidakseimbangan salah satu pihak yang 

bisa menimbulkan kekhawatiran pihak lainnya. 

2) Coercion, adanya ancaman dan tindakan kekerasan oleh salah 

satu pihak. 

3) Lack of skill, salah satu pihak kurang cakap dalam 

berpartisipasi secara efektif. 
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4) Trauma, mengalami peristiwa yang buruk sebelum atau 

selama proses mediasi berlangsung. 

5) Conflict escalation, konflik akan meluas disebabkan adanya 

pendapat atau perasaan yang berlebihan dialami oleh para 

pihak. 

6) Position entrenchment, pandangan para pihak di mana mereka 

merasa proses mediasi ini merupakan sesi debat untuk 

mempertahankan posisi mereka masing-masing. 

7) Injustice, karena mediasi dilaksanakan secara tertutup, bisa 

saja solusi tersebut menguntungkan para pihak tetapi 

sesungguhnya merugikan kepentingan umum. 

8) Misuse of process, alibi bekerja sama tapi sebenarnya ingin 

menggagalkan kesepakatan yang akan dicapai 

9) Dangerious disclosure, mediasi mendorong keterbukaan para 

pihak, tapi bisa saja salah satu pihak terpancing untuk 

membuka informasi pribadinya yang sangat sensitif dan 

dikemudian hari dapat digunakan pihak lain untuk 

mempermalukan pihak tersebut.   

b. Mediator 

Dalam proses mediasi, pihak yang bersengketa akan 

difasilitasi oleh pihak ketiga sebagai penengah (mediator). Mediator 

adalah orang yang menjadi penengah dalam upaya penyelesaian 

sengketa para pihak yang menjadi fasilitator dalam proses mediasi. 
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Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, 

mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa dalam 

mencari penyelesaian.  Mediasi tidak akan dapat berjalan tanpa 

adanya seorang mediator sebagai fasilitator yang bersifat netral. 

mediator berperan penting dalam proses mediasi, diantaranya 

merumuskan, mengajak para pihak yang bersengketa agar dominan 

terlibat langsung dalam pencapaian kesepakatan bersama.  

Peran mediator disini tidak hanya memberikan konsultasi 

hukum pada pihak yang bersengketa. Sebelum dilaksanakannya 

mediasi, seorang mediator harus menginformasikan para pihak 

untuk dapat mematuhi aturan yang berlaku selama jalannya proses 

mediasi, agar para pihak menjawab pertanyaan yang ada pada saat 

proses mediasi berlangsung, memastikan para pihak siap melakukan 

mediasi, dan membangun hubungan baik antara mediator dengan 

para pihak yang bersengketa. 

Tugas mediator adalah sebagai berikut : 

1) Menyiapkan suasana yang kondusif untuk proses mencapai 

keputusan. 

2) Memperbaiki komunikasi yang buruk. 

3) Memfasilitasi negosisasi para pihak. 

4) Mendorong tercapainya kesepakatan para pihak. 

Mediator akan memimpin jalannya proses mediasi, Mediator 

disini dipilih oleh para pihak yang bersengketa sesuai kesepakatan 
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mereka, baik itu menunjuk hakim mediator maupun mediator non-

hakim yang harus memiliki sertifikat mediator atau yang memiliki 

jadwal piket di pengadilan demi tercapainya suatu kesepakatan 

dengan itikad yang baik pada para pihak. 

c. Teori Mediasi dalam Hukum Islam 

Mediasi (sulh) dalam hukum Islam adalah proses penyelesaian 

sengketa yang bertujuan untuk mencapai perdamaian (islah) antara 

pihak-pihak yang bersengketa. Konsep ini berakar pada Al-Qur’an 

dan Sunnah, seperti yang tercantum dalam firman Allah dalam QS. 

An-Nisa’: 128 

ا فَلََ جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ ٗ  بَ عۡلِهَا نُشُوزاً أوَۡ إِعۡرَاضوَإِنِ ٱمۡرَأةَ  خَافَتۡ مِنۢ 
نَ هُمَا صُلۡح ۗ  وَأُحۡضِرَتِ ٱلْۡنَفُسُ ٗ  اِّۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡ ٗ  أَن يُصۡلِحَا بَ ي ۡ

سِنُواْ وَتَ تَ قُواْ فإَِنَ ٱلَلَّ كَانَ بِاَ تَ عۡمَلُونَ خَبِي
 ا  ٗ  ٱلشُّحَِّۚ وَإِن تُُۡ

Artinya: “dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap 

tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi 

keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-

benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) 

walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika 

kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan 

memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), 

Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisaa :128). 

 

Dilihat dari ayat diatas, ada penggalan kata “perdamaian” yang 

mana ini menyatakan bahwa terhadap suatu masalah Islam 

mengedepankan upaya perdamaian. Mediasi dipandang sebagai 

solusi yang lebih utama daripada litigasi karena dapat menjaga 

hubungan sosial dan menghindari permusuhan. 
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Lalu ada juga dalam QS. Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi : 

 وَٱتَ قُواْ ٱلَلَّ لَعَلَكُمۡ  ٗ  إِنََّاَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَة
فأََصۡلِحُواْ بَيَۡۡ أَخَوَيۡكُمِّۡۚ

 تُ رۡحََُونَ  
Artinya: “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. 

sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara 

kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, 

supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 10). 

Lalu ada Hadits yang berbunyi : 

 

 حَدَثَ نَا الْعَقَدِيُّ  عَامِر   أبَوُ حَدَثَ نَا الَْۡلََلُ  عَلِي    بْنُ  الَْۡسَنُ  حَدَثَ نَا
هِ  عَنْ  أبَيِهِ  عَنْ  الْمُزَنُِّ  عَوْف   بْنِ  عَمْروِ بْنِ  اللَِّ  عَبْدِ  بْنُ  كَثِيُ   أَنَ  جَدِ 
 الْمُسْلِمِيَۡ  بَيَْۡ  جَائزِ   الصُّلْحُ  قاَلَ  وَسَلَمَ  عَلَيْهِ  اللَُّ  صَلَى اللَِّ  رَسُولَ 

 شُرُوطِهِمْ  عَلَى وَالْمُسْلِمُونَ  حَرَامًا أَحَلَ  أوَْ  حَلََلًَ  حَرَمَ  صُلْحًا إِلََ 
 حَدِيث   هَذَا عِيسَى أبَوُ قاَلَ  حَرَامًا أَحَلَ  أَوْ  حَلََلًَ  حَرَمَ  شَرْطاً إِلََ 

صَحِيح   حَسَن    
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al 

Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 

'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin 

Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari 

kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di 

antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat 

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini 

hasan shahih”.(Hadits Jami’At-Tirmidzi No. 1272).18 

 

 

                                                           
18  Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, Ensiklopedia Hadits 6; Jami’ at-Tirmidzi.  

(Jakarta: Almahira, 2013). 492. 
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3. Teori Peran Ganda 

a. Teori Peran (Role Theory) 

Teori peran (role theory) adalah perspektif sosiologi dan 

psikologi sosial yang beranggapan bahwa sebagian besar aktivitas 

sehari-hari melibatkan peranan dalam kategori-kategori sosial 

(misalnya ibu, manajer, guru).19 Teori ini berasumsi bahwa dalam 

pergaulan sosial terdapat skenario yang disusun oleh masyarakat, 

yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam 

pergaulannya. 

Teori ini menyoroti bahwa individu tidak hanya 

menjalankan satu peran, tapi berbagai peran yang berinteraksi, dan 

terkadang menimbulkan konflik peran akibat ketidaksesuaian 

tuntutan peran (role conflict) atau ketegangan peran (role strain).  

Dalam teori peran yang dikemukakan Briddle dan Thomas, 

mereka membagi istilah teori peran terkait tentang perilaku dalam 

kaitannya dengan peran, yaitu: 

1) Harapan (Expectation)  

Harapan mengenai peran merupakan harapan orang lain 

tentang perilaku yang layak, yang harus ditunjukkan oleh 

seseorang yang mempunyai peran tertentu. Peran dibentuk 

melalui harapan dari orang lain yang mengharapkan peran yang 

                                                           
19 Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial (Depok: Raja Grafindo Persada, 

2019), 215.  
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akan dilakukan dan juga dirangsang oleh harapan mereka 

sendiri untuk melakukan suatu hal atau perilaku yang sesuai 

bagi mereka pada posisi yang ditempati.  

2) Norma (Norm)  

Menurut Secord & Backman, norma hanya merupakan salah 

satu bentuk dari harapan. Jenis-jenis harapan ini menurut 

Secord & Backman adalah: 

a) Harapan (anticipatory), harapan tentang suatu perilaku 

yang akan terjadi. 

b) Harapan normatif (prescribed role-expectation), keharusan 

yang menyertai suatu peran.  

Biddle & Thomas juga membagi harapan normatif ini ke 

dalam dua jenis, yaitu:  

a) Harapan yang terselubung (covert), harapan itu tetap ada 

walaupun tidak diucapkan.  

b) Harapan yang terbuka (overt), harapan yang diucapkan. 

Sebuah kelompok sosial terdiri dari dua atau bahkan 

lebih dari posisi sosial, yang masing-masing terikat dengan 

setiap posisi lain dalam kelompok dengan peran timbal-balik 

yang dicirikan dengan interaksi berulang selama periode 

waktu tertentu dan diarahkan oleh norma untuk mencapai 

tujuan bersama. 
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3) Wujud Perilaku (Performance)  

Peran diwujudkan perilaku oleh aktor. Berbeda dengan 

norma, wujud perilaku ini nyata dan bukan hanya sekedar 

harapan. Serta berbeda pula dari norma, perilaku nyata ini 

banyak variasinya, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang 

lain. Contoh misalnya, peran ayah yang diharapkan oleh norma 

adalah mendisiplinkan anaknya. Tetapi, dalam kenyataannya, 

ayah yang satu bisa melakukan kekeraasan fisik untuk 

mendisiplinkan anaknya, sedangkan ayah yang lain mungkin 

hanya memberikan nasehat. 

Masing-masing posisi ini diberi tugas untuk dilakukan dan 

masing-masingnya menunjukkan perilaku peran yang khas. 

Peran dari berbagai posisi terspesialisasi dan saling 

bergantungan. Variasi aktor dalam wujud perilaku bersifat 

variatif dan tidak ada batasnya, yang mana dianggap wajar oleh 

teori ini. 

4) Penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction)  

Penilaian dan sanksi sangat sulit untuk dipisahkan 

pengertiannya jika dikaitkan dengan peran. Kedua hal tersebut 

didasarkan pada harapan masyarakat soal norma. Berdasarkan 

norma ini, orang memberikan kesan yang positif atau negatif 

terhadap suatu perilaku yang tampak. Kesan negatif atau positif 

inilah yang dinamakan penilaian peran. Di sisi lain, yang 
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dimaksudkan dengan sanksi adalah usaha untuk 

mempertahankan suatu nilai positif agar perwujudan peran 

diubah sedemikian rupa agar hal yang tadinya dinilai negatif 

bisa menjadi positif. 

Penilaian maupun sanksi dapat datang dari orang lain 

(eksternal) maupun dari dalam diri sendiri (internal). Jika 

penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian 

dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang 

lain. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri 

(internal), maka perilaku sendirilah yang memberi nilai dan 

sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan 

dan norma-norma masyarakat.20 

Harapan mengungkapkan semacam reaksi terhadap 

karakteristik yang dirujuk, karena ia menegaskan atau 

menyetujui atau mengevaluasi karakteristik manusia. Pada 

poin ini seorang aktor harus menyatakan penilaian dan sanksi 

dengan mengungkapkan atau berbuat sesuatu. 

Lalu kaitan antara teori peran dengan peran ganda hakim ini 

adalah Sebagai pemutus, hakim memiliki peran formal yang 

jelas, yaitu membuat keputusan hukum yang mengikat 

berdasarkan fakta dan norma hukum yang berlaku. Ini 

                                                           
20 Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial (Depok: Raja Grafindo Persada, 

2019), 216. 
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merupakan peran otoritatif di mana hakim bertanggung jawab 

memberikan putusan yang adil. Di sisi lain, sebagai mediator, 

hakim menjalankan peran sebagai pihak netral yang membantu 

para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan melalui 

proses negosiasi dan mediasi tanpa harus memaksakan 

keputusan. Dalam teori peran, kedua posisi ini menggambarkan 

peran sosial yang berbeda dengan ekspektasi perilaku yang 

bertolak belakang; sebagai pemutus, hakim harus tegas dan 

memutuskan sengketa, sedangkan sebagai mediator, hakim 

harus bersikap netral, membangun komunikasi, dan 

memfasilitasi kesepakatan.21 

Konsep ini menimbulkan ketegangan peran (role strain) 

karena hakim harus mampu menyeimbangkan kedua fungsi 

tersebut secara efektif dalam konteks peradilan. Keberhasilan 

hakim dalam menjalankan peran ini bergantung pada 

kemampuan mereka mengelola ekspektasi yang berbeda 

tersebut, menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan situasi 

kasus agar dapat mengejar keadilan substantif sekaligus 

menciptakan suasana damai melalui mediasi. 

 

 

                                                           
21 Anisah Norlaila Hayati, Siti Dessy Apriana, “Peran Mediator dalam Menyelesaikan 

Kasus Perceraian”, Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1. 1 (2023): 61 
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b) Konflik Peran (Role Conflict) 

Konflik peran adalah konflik yang terjadi karena ada 

benturan saat kita sedang menjalankan peran-peran tertentu. Konflik 

peran adalah kondisi di mana seseorang menghadapi tuntutan atau 

ekspektasi yang saling bertentangan dari berbagai peran sosial yang 

dijalankannya. Dalam teori sosiologi, konflik peran dapat muncul 

ketika individu menduduki dua atau lebih peran yang memiliki 

tujuan atau kebijakan yang berbeda sehingga sulit untuk memenuhi 

salah satu tanpa mengorbankan yang lain. Konflik ini bisa muncul 

dalam berbagai bentuk, seperti konflik antar peran (inter-role 

conflict) dan konflik dalam satu peran (intra-role conflict). Konflik 

antar peran terjadi ketika adanya pertentangan antara tuntutan dari 

dua peran berbeda yang diemban secara bersamaan. Sedangkan 

konflik intra-role terjadi karena adanya ketidakjelasan tuntutan 

dalam satu peran tertentu. Konflik peran dapat menimbulkan 

tekanan psikologis serta mengganggu efektivitas pelaksanaan tugas 

individu dalam masyarakat.22 

Dalam konteks peran ganda hakim sebagai pemutus dan 

mediator, konflik peran sangat relevan untuk dianalisis. Sebagai 

pemutus, hakim bertanggung jawab memberikan keputusan final 

yang bersifat mengikat berdasarkan ketentuan hukum, menuntut 

                                                           
22  “Role Conflict “, diakses 13 Desember 2025, https://www.encyclopedia.com/social-

sciences/applied-and-social-sciences-magazines/role-conflict. 
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sikap tegas dan objektif. Sedangkan sebagai mediator, hakim 

diharapkan memainkan peran netral yang membantu para pihak 

yang berperkara mencapai kesepakatan damai melalui proses 

negosiasi tanpa memaksakan keputusan. Perbedaan sifat dan tujuan 

kedua peran ini kerap menimbulkan ketegangan peran, sehingga 

hakim menghadapi dilema dalam menyesuaikan sikap dan perilaku 

sesuai peran yang sedang dijalankan. Konflik ini dapat 

memengaruhi kualitas putusan dan keberhasilan mediasi jika tidak 

dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kemampuan hakim dalam 

mengelola konflik peran ini sangat penting agar kedua fungsi 

tersebut dapat berjalan optimal demi tercapainya keadilan dan 

perdamaian dalam perkara yang ditangan. 

Dengan demikian, teori konflik peran memberikan kerangka 

konseptual untuk memahami tantangan yang dihadapi hakim dalam 

menjalankan peran ganda sebagai pemutus dan mediator. 

Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi strategi 

pengelolaan peran agar konflik yang terjadi dapat diminimalisasi 

dan fungsi hakim sebagai pelaku sosial dan penegak hukum dapat 

maksimal dijalankan. 

c) Peran Ganda Hakim dalam Perspektif Hukum. 

Peran ganda hakim dalam sistem peradilan Indonesia 

merujuk pada dualitas fungsi hakim sebagai adjudikator (pemutus 

perkara) dan sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa. 
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Dualitas ini dilegitimasi oleh sistem hukum Indonesia, khususnya 

melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. 

Ada karakteristik yang berbeda antara peran hakim sebagai 

adjudikator dan sebagai mediator. Sebagai adjudikator, hakim 

bertindak sebagai pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk 

memutuskan perkara berdasarkan bukti dan argumen hukum, 

dengan pendekatan yang formal, adversarial, dan berorientasi pada 

penerapan hukum. Sebaliknya, sebagai mediator, hakim bertindak 

sebagai fasilitator yang membantu para pihak mencapai 

kesepakatan, dengan pendekatan yang informal, kooperatif, dan 

berorientasi pada kepentingan para pihak.23 

Menurut Witanto, menganalisis implikasi peran ganda 

hakim terhadap netralitas dan impartialitas hakim. Meskipun 

PERMA No. 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa hakim yang menjadi 

mediator tidak boleh menjadi hakim pemeriksa perkara yang sama, 

tetap ada kekhawatiran bahwa pengetahuan dan kesan yang 

diperoleh hakim selama proses mediasi dapat mempengaruhi 

objektivitas bila kemudian ditugaskan untuk memeriksa perkara lain 

yang melibatkan pihak yang sama. 

                                                           
23 Musthofa, “Peran Ganda Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia,” Jurnal Hukum, 15. 

2 (2022): 112-130. 
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Menurut Fauzan, peran ganda hakim memiliki implikasi 

terhadap beban kerja dan efektivitas kinerja hakim. Di satu sisi, 

peran sebagai mediator dapat menambah beban kerja hakim yang 

sudah tinggi karena jumlah perkara yang banyak. Di sisi lain, 

keberhasilan mediasi dapat mengurangi jumlah perkara yang harus 

diperiksa dan diputus, sehingga potensial meringankan beban kerja 

hakim dalam jangka panjang.24 

PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa mediator hakim 

tidak boleh menangani perkara yang sedang diperiksa oleh yang 

bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan 

impartialitas hakim. Namun, dalam praktiknya, terutama di 

pengadilan dengan jumlah hakim terbatas seperti Pengadilan Agama 

Curup, implementasi ketentuan ini dapat menimbulkan tantangan 

tersendiri. 

Dalam perspektif hukum Islam, konsep hakim yang 

menjalankan peran ganda tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

dasar peradilan Islam. Bahkan, dalam sejarah peradilan Islam, qadhi 

(hakim) sering menjalankan fungsi mediasi (islah) sebelum 

memutuskan perkara (qadha). Ibn Qayyim al-Jawziyyah 

menegaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah untuk 

mencapai kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari kemafsadatan 

                                                           
24 Fauzan, “Implikasi Peran Ganda Hakim terhadap Beban Kerja dan Efektivitas,” Jurnal 

Peradilan. 7. 1 (2021): 23-40. 
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(kerusakan).25 Oleh karena itu, fungsi hakim sebagai mediator yang 

berupaya mendamaikan para pihak sejalan dengan maqasid syariah 

(tujuan syariat). 

d) Perspektif Hukum Islam tentang Peran Hakim dan Mediasi 

Dalam tradisi hukum Islam, peran hakim (qadhi) memiliki 

dimensi spiritual dan moral yang kuat. Hakim tidak hanya 

bertanggung jawab kepada hukum dan masyarakat, tetapi juga 

kepada Allah SWT. Tugas qadhi bukan hanya menerapkan hukum 

formal, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif sesuai dengan 

maqashid syariah. 

Al-Qur'an menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus 

dipegang oleh hakim dalam menjalankan tugasnya, antara lain: 

I. Keadilan, sebagaimana firman Allah SWT: 

هَ  نِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَََٰ وَيَ ن ۡ حۡسََٰ مُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلِۡۡ
ۡ
ىَٰ عَنِ ۞إِنَ ٱلَلَّ يََ

 ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَ غۡيِِّۚ يعَِظُكُمۡ لَعَلَكُمۡ تَذكََرُونَ  
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil 

dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum 

kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi'in (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 

112. 
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II. Amanah, sebagaimana firman Allah SWT: 

نََٰتِ إِلَََٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا  مُركُُمۡ أَن تُ ؤَدُّواْ ٱلَْۡمََٰ
ۡ
حَكَمۡتُم بَيَۡۡ ۞إِنَ ٱلَلَّ يََ

 إِنَ ٱلَلَّ كَانَ 
 
 إِنَ ٱلَلَّ نعِِمَا يعَِظُكُم بهِِۦٓ

كُمُواْ بٱِلۡعَدۡلِِّۚ ٱلنَاسِ أَن تَُۡ
ا بَصِي يعَۢ  ا  ٗ  سَِْ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. 

An-Nisa: 58). 

 

III. Objektivitas, sebagaimana firman Allah SWT: 

 

مِيَۡ بٱِلۡقِسۡطِ شُهَدَاءَٓ لِلَِّ وَلَوۡ عَلَىَٰٓ  يَ ُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ كُونوُاْ قَ وََٰ ۞يَََٰٓ
رَبِيَِّۡۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أوَۡ فَقِي لِدَيۡنِ وَٱلْۡقَ ۡ ا فٱَلَلُّ ٗ  أنَفُسِكُمۡ أوَِ ٱلۡوََٰ

اْ أوَۡ تُ عۡرِضُواْ فإَِنَ أَوۡلَََٰ بِِِمَاِۖ فَلََ تَ تبَِعُواْ ٱلۡۡوََ   وَإِن تَ لۡوُۥٓ
ِّۚ
ىَٰٓ أَن تَ عۡدِلُواْ

   ا  ٗ  ٱلَلَّ كَانَ بِاَ تَ عۡمَلُونَ خَبِي
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu 

orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi 

saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 

atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya 

ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu 

kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 

kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-

kata) atau enggan menjadi saksi, Maka 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui 

segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa: 

135). 
 

Dalam konteks mediasi, Islam sangat menekankan pentingnya 

islah (perdamaian) dalam penyelesaian sengketa. islah tidak hanya 
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merupakan metode penyelesaian sengketa, tetapi juga kewajiban 

moral dan spiritual bagi umat Islam. 

Rasulullah SAW mencontohkan peran sebagai mediator dalam 

berbagai konflik yang terjadi di masyarakat Makkah. Salah satu 

contoh terkenal adalah ketika Rasulullah menjadi mediator dalam 

sengketa penempatan Hajar Aswad di Ka'bah sebelum 

kenabiannya 26  Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah berhasil 

menyelesaikan konflik yang potensial menimbulkan pertumpahan 

darah dengan solusi yang diterima semua pihak. 

Ibn Qayyim al-Jawziyyah menekankan bahwa peran utama qadhi 

adalah mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar 

menerapkan hukum secara harfiah. Dalam pandangan Ibn Qayyim, 

qadhi harus mempertimbangkan situasi dan kondisi spesifik, serta 

mencari solusi yang paling mendekati keadilan dan kemaslahatan 

dalam setiap kasus.27 

4. Teori Efektivitas 

a. Teori Efektivitas Hukum 

1) Menurut Para Ahli 

Efektivitas hukum merupakan konsep yang mengacu pada 

kemampuan hukum untuk mencapai tujuannya dalam 

                                                           
26 Wirhanuddin, "Mediasi pada Masa Rasulullah: Kasus Peletakan Hajar Aswad," Jurnal 

Diskursus Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 1.2 (2013): 234. 
27 Abdullah, “Peran Ganda Hakim dalam Perspektif Maqashid Syariah,” Jurnal Hukum 

Islam. 13. 1 (2021): 33-50. 
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masyarakat. Menurut Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. dalam 

bukunya “Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar”, bahwa 

efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu: 

a) Hukum atau merupakan peraturan itu sendiri, 

b) Penegak hukum, 

c) Sarana dan fasilitas. 

d) Masyarakat, dan 

e) Kebudayaan.28 

Dalam konteks peradilan, efektivitas hukum berhubungan 

dengan sejauh mana pengadilan mampu menyelesaikan 

banyak perkara yang dimasukkan sesuai dengan asas peradilan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang  Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

Achmad Ali memperluas pemahaman tentang efektivitas 

hukum dengan menekankan bahwa hukum tidak hanya diukur 

dari segi formal, tetapi juga dari segi substansial dan kultural. 

Menurutnya, hukum yang efektif adalah hukum yang berhasil 

mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan yang 

dikehendaki oleh hukum tersebut. Dalam konteks Pengadilan 

Agama, efektivitas tidak hanya diukur dari jumlah perkara 

yang diselesaikan, tetapi juga kualitas putusan, tingkat 

                                                           
28 Baso Madiong, Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar.  (Jakarta: Rajawali Pers, 2019). 116. 
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kepatuhan terhadap putusan, dan dampak sosial dari putusan 

tersebut. 

Friedman juga mengembangkan teori sistem hukum yang 

terdiri dari tiga komponen: struktur, substansi, dan kultur 

hukum. Dalam perspektif ini, efektivitas penyelesaian perkara 

di Pengadilan Agama tidak hanya tergantung pada struktur 

kelembagaan dan substansi hukum, tetapi juga kultur hukum 

masyarakat, termasuk persepsi dan kesadaran hukum 

masyarakat terhadap lembaga peradilan agama.29 

Pengukuran efektivitas hukum dalam konteks peradilan 

harus mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif. 

Aspek kuantitatif meliputi jumlah perkara yang dapat 

diselesaikan, waktu penyelesaian perkara, dan rasio hakim 

terhadap beban perkara. Sementara aspek kualitatif mencakup 

kualitas putusan, tingkat kepuasan para pihak, dan dampak 

putusan terhadap perubahan sosial.30 

2) Al-Qur’an 

Dalam Islam, efektivitas hukum tidak hanya berkaitan 

dengan keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif dan 

nilai-nilai ketuhanan. Dalam firman Allah pada Surah An-Nisa 

ayat 58 yang berbunyi : 

                                                           
29 Lawrence M. Friedman, Law and Society (New Jersey: Prentice Hall, 2022). 763. 
30  Syamsuddin, “Pengukuran Efektivitas Hukum di Pengadilan,” Jurnal Hukum dan 

Peradilan 2. 2 (2020): 123. 
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مُركُُمۡ أَن تُ ؤَدُّو 
ۡ
نََٰتِ إِلَََٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيَۡۡ ۞إِنَ ٱلَلَّ يََ اْ ٱلَْۡمََٰ

 إِنَ ٱلَلَّ كَانَ 
 
 إِنَ ٱلَلَّ نعِِمَا يعَِظُكُم بهِِۦٓ

كُمُواْ بٱِلۡعَدۡلِِّۚ ٱلنَاسِ أَن تَُۡ
ا بَصِي يعَۢ  ا  ٗ  سَِْ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. 

An-Nisaa :58). 

3) Hadits 

Ada Hadits yang menjelaskan tentang efektivitas bukan 

hanya kepada hakim, melainkan dosen, guru, dan lain 

sebagainya. Hadits ini merupakan landasan kuat terkait dengan 

kinerja dan profesionalisme yang jadi tolak ukur dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan, bunyi haditsnya adalah sebagai 

berikut: 

هَا قاَلَتْ: قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صَلَى اللهُ   عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَن ْ
 عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِن  الَلَّ تَ عَالَ يُُِب  إِذَا عَمِلَ أَحَدكُُمْ عَمَلًَ أَنْ 

قي(يُ تْقِنَهُ )رواه الطبرن والبيه  
 

Artinya: “Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. 

bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai 

seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya 

secara itqan (professional)”. (HR. Thabrani, No: 

891, Baihaqi, No: 334).31 

 

                                                           
31  “Kitab Hadits Thabrani: Kitab Etos Kerja”, diakses 2 Februari 2026, 

https://www.hadits.id/hadits/thabrani/891. 
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b. Efektivitas Sebagai Persepsi Kualitas Keadilan 

Efektivitas sebagai persepsi kualitas keadilan merupakan 

konsep yang menunjukkan sejauh mana suatu sistem atau proses 

hukum mampu memenuhi harapan dan kebutuhan para pihak yang 

terlibat dalam mendapatkan keadilan. Efektivitas dalam konteks 

hukum biasanya diukur dari bagaimana hukum atau keputusan 

hukum benar-benar dijalankan, dipatuhi, dan dapat memberikan 

hasil yang sesuai dengan prinsip keadilan substantif dan prosedural. 

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum bukan 

hanya soal penegakan aturan secara formal, tetapi juga terkait 

dengan bagaimana hukum tersebut diinternalisasi dan diterima oleh 

masyarakat sebagai bagian dari perilaku sosial sehari-hari. Dengan 

kata lain, persepsi efektivitas keadilan sangat dipengaruhi oleh rasa 

kepercayaan masyarakat bahwa proses peradilan berlangsung secara 

fair, transparan, dan bisa memberikan solusi yang memuaskan.32 

Dalam peran ganda hakim sebagai mediator dan pemutus, 

efektivitas menjadi tolok ukur penting dalam menilai kualitas 

pelayanan peradilan. Sebagai pemutus, hakim harus bisa 

memberikan putusan yang cepat, tepat, dan sesuai hukum, sehingga 

masyarakat melihat adanya kepastian dan keadilan hukum. 

Sementara sebagai mediator, hakim berperan dalam memfasilitasi 

                                                           
32  Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”, Tarbiyatul 

Bukhary: Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, Tarbiyah bil Qalam 6.1 (2022): 53  
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penyelesaian sengketa secara damai yang juga dinilai dari 

keberhasilan menciptakan kesepakatan yang adil bagi para pihak. 

Kombinasi dualitas peran ini menimbulkan tantangan tersendiri 

dalam menjaga persepsi efektivitas keadilan. Jika hakim gagal 

mengelola kedua fungsi ini dengan baik, baik putusan maupun 

proses mediasi bisa dipandang kurang efektif, sehingga menurunkan 

kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh sebab itu, 

kemampuan hakim dalam menyeimbangkan peran sebagai pemutus 

dan mediator berdampak langsung pada persepsi kualitas keadilan 

yang dirasakan oleh masyarakat. 

Secara keseluruhan, efektivitas sebagai persepsi kualitas 

keadilan menuntut hakim untuk tidak hanya sekedar menjalankan 

peran secara teknis, tetapi juga secara sosial mampu memenuhi 

ekspektasi para pihak dalam memperlakukan mereka secara adil dan 

humanis melalui peran ganda yang diembannya. Pemahaman 

mendalam terhadap kedua peran ini dan konflik peran yang mungkin 

muncul akan membantu meningkatkan kinerja hakim dan 

memajukan sistem peradilan yang lebih responsif dan efektif. 

c. Efektivitas Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama 

Efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama dapat 

dilihat dari dua perspektif: penyelesaian melalui putusan (litigasi) 

dan penyelesaian melalui mediasi (non-litigasi). Beberapa indikator 
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untuk mengukur efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan 

Agama sebagai berikut: 

1) Untuk penyelesaian melalui putusan (litigasi): 

a) Tingkat penyelesaian perkara (clearance rate): persentase 

perkara yang dapat diselesaikan dalam periode tertentu. 

b) Waktu penyelesaian perkara: rata-rata waktu yang 

dibutuhkan dari pendaftaran perkara hingga putusan. 

c) Tingkat upaya hukum: persentase putusan yang diajukan 

banding, kasasi, atau peninjauan kembali. 

d) Tingkat pelaksanaan putusan (eksekusi): persentase putusan 

yang dapat dieksekusi. 

2) Untuk penyelesaian melalui mediasi (non-litigasi): 

a) Tingkat keberhasilan mediasi: persentase perkara yang 

berhasil diselesaikan melalui mediasi. 

b) Waktu penyelesaian mediasi: rata-rata waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan proses mediasi. 

c) Tingkat kepatuhan terhadap kesepakatan: persentase 

kesepakatan mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak. 

d) Tingkat kepuasan para pihak: sejauh mana para pihak merasa 

puas dengan proses dan hasil mediasi.33 

                                                           
33  Mahfud, “Indikator Efektivitas Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama,” Jurnal 

Hukum Islam. 12. 3 (2022): 89-110. 
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Data dari Pengadilan Agama Curup menunjukkan bahwa 

dari 5514 perkara yang dimediasi dalam 5 tahun terakhir (2016-

2020), hanya 2,7% yang berhasil dimediasi.34 Angka ini jauh di 

bawah tingkat keberhasilan mediasi di jurisdiksi lain. 

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di PA Curup 

mengindikasikan adanya tantangan dalam efektivitas 

penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi. beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di 

pengadilan agama, antara lain: jenis perkara, kompleksitas 

perkara, kemampuan mediator, motivasi para pihak untuk 

berdamai, dan dukungan institusional terhadap proses 

mediasi.35 

Dalam perspektif Islam, efektivitas penyelesaian perkara 

harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan 

bagi para pihak. Al-Qur'an menegaskan dalam QS. Al-Hujurat: 

9 yang berbunyi:  

نَ هُمَاِۖ فإَِنۢ بَ غَتۡ  تَ تَ لُواْ فأََصۡلِحُواْ بَ ي ۡ وَإِن طاَئٓفَِتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِيَۡ ٱق ۡ
هُمَا عَلَى ٱلُْۡ  تِلُواْ ٱلَتِِ تَ بۡغِي حَتَََّٰ تفَِيٓءَ إِلَََٰٓ أمَۡرِ إِحۡدَى َٰ خۡرَىَٰ فَ قََٰ

                                                           
34  Wina Purnama sari, dkk. “Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara 

Perceraian di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B, Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga. 13.1 (2021): 

85. 
35 Ramadhan, “Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama” 

Jurnal Peradilan. 8. 2 (2023): 55-75. 
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 إِنَ ٱلَلَّ يُُِبُّ 
ِۖ
نَ هُمَا بٱِلۡعَدۡلِ وَأقَۡسِطوُٓاْ ٱلَلِِّّۚ فإَِن فآَءَتۡ فأََصۡلِحُواْ بَ ي ۡ

 ٱلۡمُقۡسِطِيَۡ  
Artinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang 

beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan 

antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar 

Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang 

melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut 

kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, 

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan 

hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah 

mencintai orang-orang yang Berlaku adil.” (QS. Al-

Hujurat: 9). 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Pertama berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Hibban Muttaqin dengan judul "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian 

Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Garut Kelas IA Jawa 

Barat Tahun 2021) " pada tahun 2022. Penelitian ini menganalisis tingkat 

keberhasilan mediasi di lima Pengadilan Agama di Jawa Tengah selama 

periode 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

keberhasilan mediasi di pengadilan tersebut hanya berkisar 3-5%. Faktor-

faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat keberhasilan meliputi: 

kurangnya iktikad baik para pihak, konflik yang sudah berlangsung lama, 

keterbatasan waktu mediasi, dan kurangnya keterampilan mediator.36 

Kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah 

dan Firdaus yg berjudul "Optimalisasi Peran Hakim Mediator dalam 

Penyelesaian Sengketa Keluarga" yang dilakukan pada tahun 2023, 

                                                           
36  Muhammad Hibban Muttaqin, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara 

Perceraian, (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2022). 45–60. 
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mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan efektivitas mediasi di 

Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

wawancara mendalam terhadap hakim mediator di Pengadilan Agama. 

Strategi yang diidentifikasi meliputi: peningkatan kompetensi hakim 

mediator melalui pelatihan berkelanjutan, alokasi waktu yang lebih fleksibel 

untuk mediasi, pengembangan ruang mediasi yang kondusif, dan penguatan 

dukungan institusional untuk proses mediasi.37 

Ketiga, penelitian oleh Dewi yang berjudul “Efektivitas Mediasi 

dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi” 

pada tahun 2022 dimana penelitian ini membahas tentang efektivitas 

mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama. Proses 

mediasi yang dilakukan oleh mediator yang terlatih dan berpengalaman 

mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi kedua belah pihak untuk 

berkomunikasi dan mencari solusi bersama-sama.38 

Keempat, Deli Bunga Saravhista dalam penelitiannya yang berjudul 

“Peran Ganda Hakim sebagai Mediator bagi Penyelesaian Perkara Perdata 

di Pengadilan terkait Kode Etik Profesi” yang membahas mengenai peran 

ganda hakim sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perdata di 

pengadilan, serta kaitannya dengan kode etik profesi hakim dan mediator.39 

Penelitian ini menyoroti bahwa hakim memiliki tugas dan tanggung jawab 

                                                           
37 Hidayatullah dan Firdaus, "Optimalisasi Peran Hakim Mediator dalam Penyelesaian 

Sengketa Keluarga." Jurnal Peradilan Agama, 8. 1 (2023): 55–75. 
38 Dewi, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama 

Bukittinggi,” Sakato Law Journal, 9.1 (2022): 67-76. 
39 Saravistha, “Peran Ganda Hakim sebagai Mediator bagi Penyelesaian Perkara Perdata 

di Pengadilan terkait Kode Etik Profesi”. Jurnal Magister Hukum Udayana, 5.1 (2016): 32 - 42. 
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baru sebagai mediator selain menjadi hakim. Mediator dan hakim keduanya 

merupakan profesi hukum yang masing-masing memiliki kode etik dan 

karakteristik professional yang bertolak belakang. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

dalam beberapa hal penting. Pertama, penelitian Muhammad Hibban 

Muttaqin mengkaji efektivitas mediasi di beberapa Pengadilan Agama di 

Jawa Tengah dengan fokus pada tingkat keberhasilan mediasi dan faktor 

penghambatnya, sedangkan penelitian ini khusus menyoroti pengalaman 

hakim di PA Curup yang menjalankan peran ganda sebagai pemutus perkara 

dan mediator, tanpa hanya melihat tingkat keberhasilan mediasi. Kedua, 

penelitian dari Hidayatullah yang mana menekankan strategi optimalisasi 

peran hakim mediator melalui peningkatan kompetensi dan dukungan 

institusional, sementara penelitian ini lebih menggali pengalaman nyata 

hakim dalam menjalankan peran ganda serta tantangan psikologis dan 

profesional yang dihadapi. Ketiga, ada penelitian dari Dewi yang membahas 

tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di 

Pengadilan Agama. Proses mediasi yang dilakukan oleh mediator yang 

terlatih dan berpengalaman mampu menciptakan suasana yang kondusif 

bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan mencari solusi bersama-

sama, sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana strategi hakim dalam 

menjalankan peran gandanya dalam menghadapi dualitas peran yang saling 

bertolak belakang ini. Dan yang terakhir ada penelitian dari Deli Bunga 

Saravhista yang mana penelitian ini menyoroti bahwa hakim memiliki tugas 
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dan tanggung jawab baru sebagai mediator selain menjadi hakim. Mediator 

dan hakim keduanya merupakan profesi hukum yang masing-masing 

memiliki kode etik dan karakteristik professional yang bertolak belakang. 

sedangkan penelitian ini lebih mendalami secara empiris dibalik peran 

ganda hakim tersebut dalam konteks lokal PA Curup dalam menyikapi 

kedua tanggung jawab sebagai hakim maupun mediator. 

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pemahaman 

mendalam tentang bagaimana para hakim menyikapi terkait peran ganda ini 

dan apakah peran ganda ini benar-benar bisa dijalankan dengan baik oleh 

para hakim di PA Curup untuk menekan total perkara yang menumpuk dan 

melihat efektivitas dari kedua peran hakim ini.. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

1.Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

dengan berupa pendekatan kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk 

menggali dan memahami pengalaman subjektif para hakim yang 

menjalankan peran ganda di Pengadilan Agama Curup. 

2. Sumber Data 

Terdapat dua sumber data yang diambil oleh penulis, yaitu: 

a. Data Primer 

Merupakan data utama yang diperoleh langsung dari 

narasumber, yaitu para hakim Pengadilan Agama Curup. Data ini 

dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para hakim 

terkait peran ganda yang mereka jalankan.40 

b. Data Sekunder 

Merupakan data pendukung yang didapatkan langsung dari 

dokumentasi resmi PA Curup. Data ini digunakan untuk 

memperkuat dan memberikan konteks empiris terhadap analisis 

wawancara.41 

 

                                                           
40.Sugiyono, Metode   Penelitian   Kuntitatif   Kualitatif   Dan   R&D, (Bandung: Alfabeta,   

2017), 137. 
41 Sugiyono, 139. 



48 

 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama (PA) Curup yang 

beralamat di Jalan S. Sukowati, Kelurahan Air Putih Lama, Kecamatan 

Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Indonesia. Penelitian 

ini dilaksanakan dari tanggal 30 Juni 2025 hingga tanggal 31 Juli 2025.  

C. Teknik Penngumpulan Data 

Untuk memperoleh data secara faktual dan sesuai dengan keinginan 

penulis. Maka data dikumpulkan melalui proses: 

1. Wawancara 

Wawancara atau temu duga adalah kegiatan tanya-jawab secara 

lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh 

dimuat dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio 

visual. 42  Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian 

pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun 

tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara 

langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sedangkan 

wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain 

yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang 

yang diperlukan datanya. Untuk penelitian ini penulis melakukan 

wawancara secara langsung kepada para subjek (hakim). 

                                                           
42 Gordon Marshall "interview." A Dictionary of Sociology. Encyclopedia.com. diakses 

pada tanggal 10 November 2025. https://www.encyclopedia.com/social-sciences/dictionaries-

thesauruses-pictures-and-press-releases/interview. 
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Wawancara dilakukan secara mendalam dengan hakim untuk 

memahami pengalaman, persepsi, dan praktik peran ganda yang mereka 

laksanakan di PA Curup. 

Dalam melaksanakan wawancara, terdapat alur-alur yang penulis 

lakukan untuk memperoleh informasi ini secara langsung, seperti 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan Proses Wawancara Penelitian 

Melalui gambar tersebut bisa kita lihat bahwa proses 

dilaksanakannya wawancara adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. 

b. Menentukan narasumber yang akan diwawancara terkait penelitian. 

c. Menentukan instrumen wawancara yang akan digunakan. 

d. Menentukan lokasi dilaksanakannya wawancara. 

e. Melaksanakan wawancara kepada narasumber. 

Untuk melaksanakan prosedur wawancara tersebut dalam penelitian 

ini, maka penulis menyusun instrumen wawancara atau pedoman 

wawancara dengan berdasarkan aspek-aspek indikator tadi yang 
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kemudian dikembangkan dalam penelitian ini. Dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel 3.1. Kisi-Kisi Instrumen Wawancara 

Variabel Sub-Variabel Indikator 
No. 

Item 

Peran Ganda 

Hakim 
Beban Kerja Persepsi jumlah perkara 1, 2 

 Konflik Peran 
Dilema objektifitas dan 

independensi 
3, 4 

 
Keterampilan 

Mediasi 

Kemampuan memfasilitasi 

mediasi 
5, 6 

 Kesiapan Peran Penerimaan tugas ganda 7,8 

Efektivitas 

Putusan 

Persepsi 

Efektivitas 
Proses dan kualitas putusan 9, 10, 11 

 Clearance Rate Data objektif perkara diputus 
Bagian IV 

No.1, 2 

 
Waktu 

Penyelesaian 
Durasi rata-rata putusan 

Bagian IV 

No.5 

Efektivitas 

Mediasi 

Persepsi 

Efektivitas 
Proses dan hasil mediasi 12-18 

 
Tingkat 

Keberhasilan 
Data objektif mediasi berhasil 

Bagian IV 

No.3, 4 

 Waktu Mediasi Durasi rata-rata mediasi 
Bagian IV 

No.6 

Efektivitas 

Keseluruhan 
Persepsi Umum Evaluasi menyeluruh 19 
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Melalui kisi-kisi tersebut, Maka dalam penelitian ini untuk dapat 

memperoleh jawaban seperti apa yang diharapkan, penulis mengunakan 

metode, di mana penulis meyiapkan pertanyaan secara garis besar 

mengenai hal-hal yang terkait dengan Peran Ganda Hakim Terhadap 

Efektivitas Penyelesaian Perkara di PA Curup. 

2. Observasi 

Observasi yang peneliti lakukan ini bersifat non-partisipasi, sebab 

tidak terlibat secara langsung dalam proses melihat langsung 

dijalankannya proses peran ganda tersebut. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan 

dalam permasalahan lalu ditelaah secara intens sehingga bisa mendukung 

dan menambah kepercayaan serta pembuktian suatu kejadian untuk 

memperkuat data-data yang diperoleh saat penelitian berlangsung. 

Dokumentasi ini dapat berupa lampiran laporan tahunan atau foto-foto 

kegiatan yang dilakukan. 

D. Teknik Analisis Data 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Pada tahap ini, data yang didapat dari wawancara disederhanakan 

dengan cara mengelompokkan, memilah, dan memilih data yang relevan 

sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data bertujuan membuat data 

menjadi lebih mudah dikelola, tersusun secara sistematis, dan terfokus 
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sehingga memudahkan dalam menemukan tema-tema pokok yang 

muncul.43 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Selanjutnya, data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam 

bentuk narasi, tabel, bagan, atau diagram untuk menggambarkan 

hubungan antar tema dan fenomena yang muncul. Penyajian data 

bertujuan memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami hasil 

temuan secara lebih jelas dan terstruktur. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Setelah data disajikan, peneliti melakukan interpretasi terhadap 

data untuk menarik makna esensial dari fenomena yang diteliti. 

Kesimpulan ini kemudian diverifikasi dengan melakukan pengecekan 

ulang kepada narasumber atau menggunakan teknik triangulasi untuk 

memastikan keabsahan dan kredibilitas temuan. 

  

                                                           
43 Sugiyono, Metode   Penelitian   Kuntitatif   Kualitatif   Dan   R&D, (Bandung:  Alfabeta, 

2017), 46. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Pengadilan Agama Curup 

Sebelum Berdirinya PA Curup, penyelesaian perkara agama di 

Rejang Lebong dilaksanakan oleh lembaga peradilan di tingkat desa, 

peradilan marga, peradilan adat dan peradilan di tingkat residen. 

Sebagai konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Darurat 

Nomor 1 Tahun 1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4, serta 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1954 mengenai pencatatan nikah, talak, dan 

rujuk, keberadaan peradilan agama yang sebelumnya beroperasi dalam 

sistem peradilan adat menjadi tidak memiliki tempat yang jelas. 

Sebelumnya, pejabat-pejabat agama yang bekerja di lingkungan 

peradilan adat menangani perkara-perkara terkait nikah, talak, dan 

rujuk. Dengan perubahan regulasi tersebut, peradilan agama seakan 

harus masuk ke dalam struktur peradilan adat. Akibatnya, berbagai 

persoalan lain yang seharusnya ditangani oleh peradilan adat tidak lagi 

memperoleh pelayanan yang semestinya.44 

Berdasarkan fakta yang ada, sejak 22 April 1954, Residen 

Bengkulu telah menyerahkan kewenangan peradilan agama kepada 

                                                           
44  “Sejarah Pengadilan,” diakses 15 November 2025, https://www.pa-

curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan. 
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Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayahnya. Kondisi ini juga berlaku 

di Rejang Lebong, yang termasuk dalam wilayah Keresidenan 

Bengkulu. Pada masa tersebut, peradilan agama berada dalam situasi 

kosong atau tidak berfungsi secara optimal, sehingga penyelesaian 

berbagai perkara dialihkan kepada KUA sambil menunggu kejelasan 

lebih lanjut mengenai penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 

Tahun 1951 Pasal 1 ayat 4. 

Hingga tahun 1957, kondisi tersebut masih berlanjut. Namun, 

setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1957, 

dibentuklah Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura sebagai tindak 

lanjut dari ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 

Pasal 1 ayat 4. Melalui Penetapan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 

1957, ditetapkan pembentukan tujuh peradilan agama di wilayah 

Sumatera Selatan, salah satunya adalah Pengadilan Agama Bengkulu 

yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Rejang Lebong. 

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia tanggal 14 November 1960, dibentuklah Pengadilan Agama 

Curup sebagai cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu. Pada 

awalnya, lembaga ini bernama Pengadilan Agama Cabang Kantor 

Curup dengan wilayah yurisdiksi yang mencakup Daerah Tingkat II 

Rejang Lebong. Pengadilan ini mulai menyelenggarakan sidang 

perdananya pada 4 Oktober 1961. Kehadiran pengadilan tersebut 
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membuat penyelesaian sengketa-sengketa keagamaan di wilayah 

Rejang Lebong dapat ditangani secara lebih terstruktur. 

Pada tahun 1964, Pengadilan Agama Curup tidak lagi berstatus 

sebagai cabang dan kemudian berdiri sebagai lembaga mandiri dengan 

nama Pengadilan Agama Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong. 

Selanjutnya, pada 1966, melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 43 

Tahun 1966, terjadi penyeragaman nama instansi dari sebutan Daerah 

Tingkat I dan II menjadi Instansi Provinsi, Kabupaten, dan Kotamadya. 

Seiring dengan perubahan itu, Pengadilan Agama Tingkat II Rejang 

Lebong berubah nama menjadi Pengadilan Agama Curup Kabupaten 

Rejang Lebong. 

Kemudian, dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 

6 Tahun 1970 yang menetapkan keseragaman penamaan Pengadilan 

Agama di seluruh Indonesia, nama Pengadilan Agama Curup 

Kabupaten Rejang Lebong disederhanakan menjadi Pengadilan Agama 

Curup. 

Meskipun Pengadilan Agama Curup telah berdiri sebagai 

lembaga independen, kantor Pengadilan Agama Curup Kelas IB tetap 

mengalami beberapa kali perpindahan lokasi, yaitu: 

a. Tahun 1961sampai 1964 berada di Jalan Benteng, menyewa rumah 

H. Syarif.   

b. Tahun 1964 sampai 1965 berada di Jalan Lebong , menyewa rumah 

Yakin.   
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c. Tahun 1965 sampai 1966 berada di Jalan Baru Curup, menyewa 

rumah Yahya. 

d. Tahun 1966 hingga 1968 berada di Jalan Merdeka, menumpang di 

Kantor Camat Curup.   

e. Tahun 1968 hingga 1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.   

f. Tahun 1970 hingga 1971 berada di Talang Benih, menyewa rumah 

Sulaini.   

g. Tahun 1971 hingga 1978 berada di Talang Benih, menyewa rumah 

Zurhaniah. 

h. Tanggal 5 Juni 1978, diresmikannya gedung Pengadilan Agama 

Curup Kelas IB di jalan S.Sukowati sampai sekarang. 

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 

seluruh Pengadilan Agama di Indonesia secara resmi berfungsi 

sepenuhnya sebagai lembaga peradilan (court of law), karena telah 

diberikan kewenangan penuh untuk menerima, memeriksa, mengadili, 

dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan. Sejak UU tersebut 

berlaku, Pengadilan Agama di Indonesia ditetapkan sebagai pengadilan 

kelas II, sementara Pengadilan Agama Curup khususnya berstatus 

sebagai Pengadilan Agama Kelas II B. 

Pada tahun 1993, Pengadilan Agama Curup mengajukan 

permohonan kenaikan status menjadi Kelas IB. Pengajuan ini 

didasarkan pada tingginya beban kerja yang ditangani Pengadilan 

Agama Curup dibandingkan dengan pengadilan agama lainnya di 



57 

 

 

Provinsi Bengkulu. Namun, upaya tersebut belum dapat direalisasikan 

pada waktu itu. Baru pada 29 Mei 2009, Pengadilan Agama Curup 

akhirnya menerima Surat Keputusan dari Sekretaris Mahkamah Agung 

yang menetapkan perubahan statusnya dari Kelas II menjadi Kelas IB. 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup kelas 1B 

a. Visi  

“Terwujudnya Pengadilan Agama Curup yang Agung”  

b. Misi  

1) Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama;   

2) Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern;  

3) Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama;  

4) Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Badan Peradilan.45 

3. Jenis-Jenis Pelayanan 

a. Secara umum 

1) Pelayanan administrasi persidangan 

2) Pelayanan bantuan hokum 

3) Pelayanan pengaduan 

4) Pelayanan permohonan informasi 

b. Secara khusus 

1) Pelayanan permohonan 

2) Pelayanan gugatan 

                                                           
45  “Visi Misi Pengadilan,” diakses 15 November 2025, https://www.pa-

curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan. 
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3) Gugatan kelompok 

4) Pelayanan administrasi persidangan 

5) Pelayanan mediasi 

6) Pelayanan sidang keliling 

7) Itsbat rukyatul hilal 

8) Pelayanan administrasi upaya hukum46 

4. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup 

a. Dibagian Utara berhadapan dengan rumah dinas bupati Rejang 

Lebong . 

b. Dibagian Selatan berbatasan langsung dengan rumah penduduk.   

c. Dibagian Timur berbatasan langsung dengan kantor NU Rejang 

Lebong.   

d. Dibagian Barat berbatasan dengan MTs Baitul Makmur. 

5. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Peta wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup 

                                                           
46  “Jenis-jenis Layanan,” diakses 15 November 2025, https://www.pa-

curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/profil-pengadilan/jenis-jenis-layanan. 
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a. Kecamatan Curup mencakup 9 Kelurahan;   

b. Kecamatan Curup Utara mencakup 2 Kelurahan dan 12 Desa.  

c. Kecamatan Curup Selatan mencakup 2 Kelurahan dan 9 Desa.   

d. Kecamatan Curup Tengah mencakup 9 Kelurahan dan 1 Desa.  

e. Kecamatan Curup Timur mencakup 4 Kelurahan dan 5 Desa.   

f. Kecamatan Bermani Ulu mencakup 12 Desa. 

g. Kecamatan Selupu Rejang mencakup 3 Kelurahan dan 11 Desa. 

h. Kecamatan Sindang Kelingi mencakup 1 Kelurahan dan 11 

Desa. 

i. Kecamatan Sindang Daratan mencakup 8 Desa. 

j. Kecamatan Sindang Beliti Ulu mencakup 9 Desa. 

k. Kecamatan Binduriang mencakup 5 Desa. 

l. Kecamatan Padang Ulak Tanding mencakup 1 Kelurahan dan 14 

Desa. 

m. Kecamatan Sindang Beliti Ilir mencakup 10 Desa. 

n. Kecamatan Kota Padang mencakup 3 Kelurahan dan 7 Desa. 

o. Kecamatan Bermani Ulu Raya mencakup 10 Desa. 
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6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Curup 

 

7. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup 

a. Menyediakan layanan teknis dan administrasi terkait perkara tingkat 

pertama, termasuk penyitaan dan eksekusi. 

b. Memberikan layanan administrasi dalam semua tingkatan perkara, 

mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan Peninjauan 

Kembali (PK), serta layanan administrasi peradilan lainnya. 

c. Menyediakan layanan administrasi umum kepada semua unsur yang 

terkait dengan Pengadilan Agama. 

d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat hukum Islam 

kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya jika diminta. 

e. Memberikan layanan permohonan bantuan dalam pembagian harta 

peninggalan yang tidak bersengketa kepada individu yang beragama 

Islam. 
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f. Membuat Akta Keahlian dalam hal pengambilan deposito dan 

sejenisnya. 

g. Melaksanakan tugas pelayanan lainnya, seperti penyuluhan hukum 

Islam, memberikan pertimbangan hukum agama, menyediakan 

layanan riset dan penelitian, melakukan pengawasan terhadap 

advokat atau penasehat hukum, dan tugas-tugas lain yang berkaitan. 

Tugas pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:  

a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan atau memutuskan 

setiap perkara yang didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. 

b. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan tersebut adalah 

wewenang negara yang independen untuk menjalankan sistem 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila, dengan tujuan mewujudkan negara hukum Republik 

Indonesia. 

c. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, peradilan 

agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara tingkat pertama dalam bidang perkawinan, 

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, ekonomi syariah, serta 

pengangkatan anak, khusus bagi individu Muslim. 
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d. Menurut Pasal 52a, Pengadilan Agama juga bertanggung jawab 

untuk memberikan kesaksian Isbat Rukyatul Hilal dan menentukan 

awal bulan dalam kalender Hijriyah.47 

8. Tahapan Proses Berperkara 

a. Setelah perkara didaftarkan di Pengadilan Agama Curup oleh 

penggugat, penggugat hanya perlu menunggu panggilan sidang yang 

akan dikirim oleh juru sita. 

b. Juru sita akan melakukan pemanggilan kepada pemohon dan 

termohon sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang dilaksanakan. 

Jika alamat mereka tidak ditemukan, maka pemanggilan akan 

dititipkan kepada kepala desa atau lurah di tempat tinggal yang 

bersangkutan. 

c. Ketika para pihak telah tiba di Pengadilan Agama Curup, mereka 

harus mendaftarkan diri di meja informasi yang tersedia dan 

menunggu dengan mengantri. 

Tahapan-tahapan dalam sidang terdiri dari: 

1) Upaya damai 

2) Pembacaan gugatan oleh pemohon atau penggugat 

3) Replik 

4) Duplik 

5) Pembuktian 

                                                           
47  “Tugas dan Fungsi,” diakses 15 November 2025, https://www.pa-

curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi. 
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6) Musyawarah majelis 

7) Putusan 

8) Pembacaan ikrar talak (hanya pada perkara cerai talak).48 

B. Hasil dan Pembahasan 

Sesuai dengan pembahasan dari rumusan masalah, disini penulis 

memaparkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan kepada 

subjek yaitu 3 orang hakim, dan hasil yang didapatkan dari mereka tentu 

tidak sama, tapi jika ditarik secara garis besar ada beberapa pandangan 

mereka yang tentunya sama sehingga mempengaruhi jawaban terkait 

dengan rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini. Berikut 

penulis paparkan rangkuman hasil wawancara dengan ketiga narasumber 

(hakim) di PA Curup dalam bentuk paragraf sebelum penulis pecah sesuai 

dengan pembahasan inti (rumusan masalah). 

1. Hasil Wawancara 

a. Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. 

“─ .. Terkait dengan tugas saya di Pengadilan Agama Curup, 

saya harus mengakui bahwa beban kerja yang dihadapi memang 

tinggi. Iya, setiap hari selalu ada berkas perkara yang masuk, 

baik itu untuk peradilan putusan maupun mediasi. Bahkan, 

jumlah perkara yang saya tangani ini sering melebihi kapasitas 

ideal sebagai seorang hakim. 

Meskipun demikian, saya siap menerima peran ganda sebagai 

adjudikator dan mediator ini sebagai bagian dari tanggung 

jawab profesi. Namun, bukan berarti tugas ini tidak memiliki 

tantangan. Selama menjalani tugas sebagai hakim dan mediator, 

terkadang saya juga merasa ada bentrok ketika menjalani peran 

yang berganti-gantian ini. Ini adalah dilema yang muncul secara 

personal. Walaupun ada bentrok, saya tegaskan bahwa tidak ada 

                                                           
48  “Tahapan Proses Berperkara,” diakses 15 November 2025, https://www.pa-

curup.go.id/pacurupnew/layanan-hukum/tahapan. 
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kesulitan untuk menjaga independensi dalam memutus perkara, 

karena independensi sudah menjadi hal yang wajib oleh saya 

selaku hakim untuk secara profesional bisa menjaga netralitas 

ketika menangani perkara.  

Mengenai keterampilan, kalau soal keterampilan sudah pasti 

saya merasa mampu, hanya saja tantangan terbesar justru 

berada pada aspek relasional. Untuk melakukan pendekatan 

kepada para pihak yang bermediasi ini tentunya terbilang susah, 

mengingat karakteristik dan kepribadian mereka ini bermacam-

macam, sehingga pendekatannya juga harus bermacam-macam. 

Secara keseluruhan, saya menilai penyelesaian perkara di PA 

Curup sudah terbilang efektif. Proses putusan, alhamdulillah 

tepat waktu selama saya memimpin sidang, dan kualitas putusan 

yang dihasilkan jelas memenuhi standar keadilan. 

Terkait peran mediator, kalau selama saya melakukan 

mediasi, alhamdulillah kondusif dan berjalan dengan lancar. 

Bahkan, banyak dari yang saya pimpin ini mediasinya berhasil 

dan hasilnya umumnya memuaskan dan berkelanjutan. Saya 

merasa mediasi terbukti lebih efektif dibandingkan penyelesaian 

melalui putusan, karena mereka punya ruang yang lebih tenang 

dan luas untuk saling bertukar pendapat. 

Meskipun saya merasa mediasi tidak terlalu membantu 

mengurangi beban perkara secara drastic sebab terkadang 

mereka yang berperkara ini sudah mantap di hati mereka untuk 

berpisah, terutama kasus cerai tetapi disinilah fungsi kami untuk 

mencoba kembali membuka hati mereka agar perkara ini dicabut. 

Disini saya merasa kompeten dalam peran mediator, dan fasilitas 

serta waktu yang tersedia juga mendukung efektivitas mediasi 

yang saya fasilitasi.” 

 

b. Ayu Mulya, S.HI., M.H.   

“─ .. Sebagai seorang Hakim disini saya merasakan 

bahwa beban kerja di Pengadilan Agama Curup memang tinggi. 

Iya, setiap hari selalu ada berkas perkara yang masuk, baik itu 

perkara untuk saya putus maupun perkara untuk saya mediasi. 

Dan ya, jumlah perkara yang kami tangani ini memang sering 

melebihi kapasitas ideal seorang hakim. 

Demikian, saya sepenuhnya siap untuk menjalankan peran 

ganda ini dan menerima tugas ini sebagai bagian dari tanggung 

jawab profesi. Saya merasa memiliki keterampilan yang 

memadai, karena kami juga sebelum diberikan mandat untuk 

menjadi mediator (hakim), kami sudah diberikan pelatihan yang 

cukup. Jadi, saya merasa kompeten dalam peran mediator dan 

mampu membantu para pihak mencapai kesepakatan. 
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Terkait dengan Konflik Peran, harus saya akui bahwa 

selama menjalani tugas sebagai hakim dan mediator, terkadang 

juga merasa ada bentrok ketika saya menjalani peran yang 

berganti-gantian ini. Namun, benturan itu tidak pernah 

mengganggu tugas utama. Saya pastikan tidak ada kesulitan 

untuk menjaga independensi dalam memutus perkara, karena 

independensi sudah menjadi hal yang wajib oleh saya selaku 

hakim untuk secara profesional bisa menjaga netralitas ketika 

menangani perkara. 

Secara keseluruhan, saya melihat penyelesaian perkara di 

PA Curup sudah terbilang efektif. Proses putusan selalu 

alhamdulillah tepat waktu selama saya memimpin sidang, dan 

kualitas putusan yang dihasilkan ya jelas memenuhi standar 

keadilan. 

Dalam konteks mediasi, kalau selama saya melakukannya, 

alhamdulillah kondusif dan berjalan dengan lancar. Hasilnya 

juga memuaskan dan berkelanjutan, dan banyak dari yang saya 

pimpin ini mediasinya berhasil. 

Bagi saya, mediasi terbukti lebih membantu untuk 

mengurangi beban perkara di PA Curup, sebab jika mediasi 

tersebut berhasil, perkara juga dianggap selesai dalam tahap 

damai. Dan ya, mediasi terbukti lebih efektif dibandingkan 

penyelesaian melalui putusan karena mereka punya ruang yang 

lebih tenang dan luas untuk saling bertukar pendapat. Fasilitas 

dan waktu yang tersedia di sini juga saya rasa mendukung 

efektivitas mediasi.” 

 

c. Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H 

“─ .. Di Pengadilan Agama Curup ini, saya memastikan 

bahwa peran ganda sebagai adjudikator dan mediator adalah 

tugas harian sesuai dengan perintah PERMA Nomor 1 Tahun 

2016. Iya, setiap hari selalu ada berkas perkara yang masuk, baik 

itu untuk persidangan maupun mediasi. Saya akui, jumlah 

perkara yang kami tangani sering melebihi kapasitas ideal yang 

seharusnya, sehingga beban kerja terasa nyata. 

Ketika ditanya mengenai dilema, kalau saya pribadi, tentu 

ada, terutama ketika penumpukan perkara sedang tinggi. Dilema 

ini semakin terasa ketika terjadi transisi hakim, yang membuat 

penumpukan berkas semakin banyak. Tekanan waktu dan volume 

ini adalah sumber utama dilema saya. 

Meskipun menghadapi tekanan itu, kami dituntut 

profesional. Tidak ada kesulitan yang berarti dalam menjaga 

independensi saat memutus perkara. Bagi saya, independensi 

sudah menjadi hal yang wajib oleh saya selaku hakim untuk 
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secara profesional bisa menjaga netralitas ketika menangani 

perkara. Ini adalah komitmen dasar kami selaku hakim. 

 Dengan peran mediasi, saya rasa kami sudah sangat siap. 

Kami juga sebelum diberikan mandat untuk menjadi mediator 

(hakim), kami sudah diberikan pelatihan. Jadi, saya yakin 

kompeten dan mampu membantu para pihak mencapai 

kesepakatan secara maksimal. Saya sepenuhnya menerima tugas 

peran ganda ini sebagai bagian dari tanggung jawab profesi. 

Selain itu, fasilitas dan waktu yang tersedia di sini cukup 

mendukung proses mediasi kami. 

Secara keseluruhan, saya melihat penyelesaian perkara di 

PA Curup sudah terbilang efektif. Semua proses putusan yang 

saya pimpin alhamdulillah tepat waktu dan kualitas putusan yang 

dihasilkan jelas memenuhi standar keadilan. 

Dalam mediasi, prosesnya selalu kondusif dan berjalan 

dengan lancar. Bahkan, saya bisa katakan bahwa mediasi 

terbukti lebih membantu untuk mengurangi beban perkara di PA 

Curup. Ini adalah poin penting. Sebab, jika mediasi tersebut 

berhasil, perkara juga dianggap selesai dalam tahap damai. Jadi, 

mediasi tidak hanya efektif secara moral, tetapi juga efisien 

secara manajerial. Mediasi juga terbukti lebih efektif 

dibandingkan penyelesaian melalui putusan karena mereka 

punya ruang yang lebih tenang dan luas untuk saling bertukar 

pendapat, dan hasilnya umumnya memuaskan dan 

berkelanjutan.” 

 

Itulah kumpulan rangkuman hasil wawancara yang penulis 

peroleh dari ketiga narasumber tersebut, dan selanjutnya kita pecah 

sesuai rumusan masalah untuk lebih dapat dijelaskan secara rinci. 

2. Hakim di PA Curup dalam menjalankan peran gandanya pada 

proses penyelesaian perkara 

Upaya hakim dalam melaksanakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

terkait peran hakim selaku pemutus maupun mediator (peran ganda) 

dalam lingkungan PA Curup dimana berdasarkan hasil wawancara 

dengan tiga hakim di Pengadilan Agama (PA) Curup, dapat 

disimpulkan bahwa seluruh hakim menjalankan peran ganda sebagai 
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adjudikator (pemutus perkara) dan mediator (fasilitator untuk mencari 

perdamaian). Setiap hakim mengakui bahwa jumlah perkara yang 

ditangani setiap bulan sangat banyak, bahkan sering melebihi 

kapasitas ideal. Hal ini terjadi karena dalam satu waktu para hakim 

harus melaksanakan dua fungsi sekaligus. 

Analisis naratif menunjukkan bahwa pelaksanaan peran ganda ini 

dicirikan oleh 3 aspek utama, yaitu beban kerja yang tinggi, konflik 

peran yang dirasakan oleh para hakim dan kesiapan mereka dalam 

menjalani kedua peran ini. 

a. Beban kerja yang tinggi dan kompleksitas perkara 

Ketiga hakim yang diwawancarai mengakui bahwa beban 

perkara yang tinggi dan seringkali melebihi kapasitas ideal masuk 

ke PA Curup. 

“─ .. Iya setiap hari pasti ada berkas perkara yang masuk” 

Tingginya beban perkara ini bukan hanya masalah 

kuantitas, tetapi juga masalah kualitas interaksi, karena 

pelaksanaan peran mediasi menuntut pendekatan personal yang 

berbeda-beda. Hal ini terungkap dari pernyataan dari hakim Pinta 

Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. yang menyampaikan:  

“─..Untuk melakukan pendekatan kepada para pihak yang 

bermediasi ini tentunya terbilang susah mengingat karakteristik 

dan kepribadian mereka ini bermacam-macam.” 

 

Narasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran ganda 

membutuhkan energi adaptif yang signifikan dan menjadi sumber 
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role strain yang diakui secara professional. Memang terlihat juga 

dari banyaknya berkas perkara yang masuk, disini hanya ada 5 

orang hakim dan tentunya pembagian job desk dan jadwal yang 

baik pun belum bisa mengatasi secara efektif penumpukan berkas 

perkara ini. 

b. Konflik peran yang diakui 

Meskipun beban kerja tinggi, para Hakim menunjukkan 

kemampuan yang kuat untuk memitigasi role conflict (konflik 

peran). Ada pengakuan bahwa konflik itu ada, sebagaimana yang 

disampaikan oleh hakim Ayu Mulya, S.HI., M.H.: 

“─ .. terkadang juga merasa ada bentrok ketika saya menjalani 

peran yang berganti-gantian ini.” 

 

Namun, konflik ini tidak diterjemahkan menjadi 

gangguan terhadap independensi atau objektivitas Hakim dalam 

memutus perkara. Hal ini didukung oleh penolakan tegas 

terhadap pertanyaan mengenai kesulitan menjaga independensi 

yang ditegaskan oleh hakim Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H. 

mewakili hakim lainnya: 

“─ .. Tidak, karena independensi sudah menjadi hal yang wajib 

oleh saya selaku hakim untuk secara professional bisa menjaga 

netralitas ketika menangani perkara.” 

 

Menurut penulis, Dalam perspektif Teori Peran, 

bahwasanya Hakim di PA Curup menghadapi Konflik Peran 

Subjektif (bentrok perasaan saat transisi) dalam menjalankan 

kedua peran ini, tetapi mereka juga menggunakan strategi untuk 
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meminimalisir dampak dari adanya pemisahan peran ini yang 

didasarkan pada etos profesionalitas yang wajib. Etos ini 

berfungsi sebagai filter yang memisahkan pengetahuan mediator 

(informasi non-hukum) dari pertimbangan adjudikator (fakta 

hukum). Hal ini juga dipertegas oleh ketiga hakim PA Curup 

bahwasanya independensi ini menjadi hal yang wajib oleh para 

hakim agar bisa menjalani kedua peran ganda ini walaupun secara 

nyata bahwasanya kedua peran yang dijalani ini sering 

menimbulkan konflik kepentingan secara tidak langsung. 

c. Kesiapan Peran yang Tinggi dan Mendalam 

Dari penyampaian para narasumber, secara umum semua 

hakim menunjukkan kesiapan dan penerimaan yang tinggi 

terhadap peran ganda ini, para hakim menjawab bahwa mereka 

benar-benar siap dalam menerima dan menjalankan kedua peran 

ini baik sebagai adjudikator maupun mediator. Penerimaan ini 

menjadi fondasi operasional yang kuat. Keterampilan mediasi 

tidak diragukan, tetapi fokus kesulitan beralih pada kompleksitas 

sosial (pendekatan kepada para pihak) daripada kompetensi 

hukum, menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam 

menjalankan peran ganda bersifat humanis dan relasional, bukan 

hanya prosedural. 

Disini dapat disimpulkan bahwa hakim di PA Curup 

menjalankan peran gandanya melalui sebuah proses manajemen 
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konflik kognitif yang ketat, di mana etos profesionalisme berfungsi 

sebagai strategi mitigasi utama. Pelaksanaan peran ini dicirikan oleh 

pengakuan akan beban kerja yang tinggi dan adanya konflik peran 

subjektif (benturan emosi saat transisi peran). Untuk mengatasi hal ini, 

Hakim menerapkan strategi pemisahan peran (role separation) yang 

tegas, memastikan bahwa pengetahuan yang didapat sebagai mediator 

(berbasis hubungan) tidak mengganggu objektivitas dan independensi 

saat menjabat sebagai adjudikator (berbasis hukum). Dengan 

demikian, peran ganda dijalankan secara efektif dengan menempatkan 

adaptasi humanis (kemampuan mendekati para pihak) sebagai 

tantangan operasional terbesar, alih-alih kompetensi hukum. 

3. Peran ganda hakim terhadap efektivitas penyelesaian perkara di 

PA Curup 

Pada rumusan masalah kedua ini, penulis menganalisis bagaimana 

pengalaman peran ganda hakim terkait dengan efektivitas 

penyelesaian perkara. Berdasarkan narasi dari pertanyaan penulis 

kepada para narasumber, peran ganda ini dinilai memiliki pengaruh 

positif dan transformatif terhadap efektivitas. 

 Dalam proses menangani perkara, para hakim telah 

menangani banyak perkara baik peradilan maupun mediasi, 

berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh dari laporan PA 

Curup, berikut penulis sajikan grafik penanganan 
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Gambar. 4.3 Grafik Total Penanganan Perkara di PA Curup 

 Dari grafik tersebut terlihat bahwa ketiga hakim telah 

menangani perkara lebih dari 200 perkara untuk hakim Pinta 

Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H., telah menangani 280 perkara dan 15 

Mediasi (berhasil), lalu hakim Ayu Mulya, S.HI., M.H., telah 

menangani 300 perkara dan 23 Mediasi (berhasil) dan Endah Tiara 

Furi, S.H.I., M.H. telah menangani 250 perkara dan 11 Mediasi 

(berhasil). 

Secara garis besar, ketiga narasumber ini sangat baik dalam 

menjalankan peran ganda ini, dengan keahlian, metode dan 

pengalaman mereka bisa memfasilitasi mediasi agar bisa berhasil 

seperti dalam laporan. Rata-rata waktu penyelesaiannya adalah 30 hari 

untuk waktu putusan dan 14 hari untuk waktu mediasi. Untuk lebih 

jelas bagaimana penjelasan dan pengalaman mereka dalam 
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Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
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melaksanakan kedua peran ini penulis membaginya menjadi beberapa 

poin berikut. 

a. Mediasi sebagai Mekanisme Utama Efektivitas Volume 

Para Hakim secara eksplisit menghubungkan peran 

mediasi dengan efektivitas dalam mengelola volume perkara. 

Pernyataan dari hakim Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. yang 

menyatakan: 

“─ … mediasi terbukti lebih membantu untuk mengurangi beban 

perkara di PA Curup, sebab jika mediasi tersebut berhasil 

perkara juga dianggap selesai dalam tahap damai”. 

 

Disini peran mediator dilihat sebagai jalan keluar yang 

efisien, di mana keberhasilan mediasi secara langsung mencapai 

target Efektivitas Kuantitatif (penyelesaian perkara) tanpa harus 

melalui seluruh proses putusan yang panjang dan memakan 

waktu, ini adalah pengaruh yang bersifat manajerial dan 

struktural. Seperti yang dimaksudkan oleh PERMA No.1 Tahun 

2016 bahwasanya memang dengan adanya proses mediasi 

ditujukan untuk mengurangi penumpukan berkas perkara yang 

masuk ke pengadilan. 

b. Peningkatan Kualitas Putusan Melalui Perspektif Mediator 

Hakim memandang bahwa peran mediasi tidak hanya 

efektif secara kuantitas, tetapi juga meningkatkan kualitas output 

keadilan. Hal ini tercermin dalam konsensus dari ketiga 

narasumber bahwa putusan mereka “jelas” memenuhi standar 
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keadilan dan proses penyelesaian perkara “sudah terbilang 

efektif”. Pengaruh ini terjadi melalui mekanisme:  

“─ .. Ya benar mediasi lebih efektif karena mereka punya ruang 

yang lebih tenang dan luas untuk saling bertukar pendapat.” 

 

Menurut penulis, pengalaman Hakim sebagai mediator 

memberi mereka pemahaman yang lebih kaya tentang akar 

masalah dan kebutuhan para pihak. Dimana hasil putusan dari 

negosiasi masing-masing pihak yang kemudian oleh mediator 

hakim dipastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan tetap 

memenuhi standar keadilan dan lebih responsif terhadap kondisi 

nyata para pihak, sehingga hasil kesepakatan yang tercapai 

memuaskan untuk para pihak. 

c. Efektivitas yang Berpusat pada Kepuasan Pihak 

Efektivitas penyelesaian perkara di PA Curup, menurut 

pandangan para hakim, tidak hanya didasarkan pada ketepatan 

waktu putusan, tetapi terutama pada kepuasan para pihak. Hal ini 

terbukti dari konsensus bahwa proses dan hasil mediasi mereka 

menyebutkan banyak dari mediasi yang mereka pimpin 

mediasinya berhasil dan pada umumnya memuaskan serta 

berkelanjutan. 

Berdasarkan hal ini, penulis menyimpulkan bahwa 

pengaruh peran ganda adalah mengubah kriteria efektivitas dari 

metrix pengadilan (kecepatan) menjadi kriteria user-centric 

(kepuasan pihak). Mediator berfokus pada kepuasan, dan fokus 
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ini secara tidak langsung memengaruhi etos dari Hakim 

Adjudikator itu sendiri. 

Berbicara soal efektivitas, jika dikaitkan dengan teori 

efektivitas, efektif disisni adalah ketika perkara yang dihadapi itu 

sesuai dengan aturan yang ada seperti contohnya, ketika 

dilakukannya mediasi, medisi tersebut dapat dikatakan efektif 

jikalau perkara tersebut berjalan dengan baik dan semestinya 

bukan hanya soal perkara yang berhasil mediasi, perkara yang 

tidak berhasil mediasi namun lanjut ke pengadilan itu juga dapat 

dikatakan sebagai efektif. Lalu dalam Syariah seperti dalam 

hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani, yaitu: 

هَا قاَلَتْ: قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صَلَى اللهُ  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَن ْ  
 عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِن  الَلَّ تَ عَالَ يُُِب  إِذَا عَمِلَ أَحَدكُُمْ عَمَلًَ أَنْ 

 يُ تْقِنَهُ )رواه الطبرن والبيهقي(
 

Artinya: “Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. 

bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai 

seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya 

secara itqan (professional)”. (HR. Thabrani, No: 

891, Baihaqi, No: 334). 

Dimana jika dilihat dalam hadits berikut adalah jika hal 

(perkara) tersebut dikerjakan dengan baik dan professional itu 

sudah bisa dikatakan efektif. Seperti yang disampaikan oleh 

ketiga hakim tadi bahwa kaitan antara peran ganda dengan 

efektivitas penyelesaian perkara ini bukan hanya dari berhasilnya 

mediasi, tetapi juga dari ketepatan waktu, kepuasan para pihak 
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yang berperkara pada hasil akhir, dan penyelesaian perkara itu 

dilakukan secara objektif. Sehingga dapat kita tarik arahnya 

bahwa apa yg dijalankan oleh hakim ini terbilang efektif. 

Peran ganda Hakim di PA Curup memiliki pengaruh yang 

positif dan substansial terhadap efektivitas penyelesaian perkara. 

Pengaruh ini terwujud dalam dua mekanisme utama, yakni efisiensi 

manajerial dan peningkatan kualitas substantif. Secara manajerial, 

keberhasilan mediasi secara langsung mengurangi beban perkara 

yang harus diputus, sehingga meningkatkan efisiensi sistem secara 

keseluruhan. Secara kualitas, pengalaman hakim sebagai mediator 

memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai akar masalah 

sengketa. Wawasan ini memengaruhi dan membentuk persepsi 

efektivitas Hakim, di mana kriteria keberhasilan bergeser dari 

sekadar ketepatan waktu putusan menjadi kepuasan para pihak dan 

pencapaian keadilan substantif melalui kesepakatan yang 

berkelanjutan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan Peran Ganda Hakim dalam Proses Penyelesaian Perkara 

Meskipun para hakim mengakui adanya beban perkara yang sangat 

tinggi dan mengalami konflik peran subjektif (benturan emosi saat 

transisi peran), konflik tersebut berhasil dimitigasi oleh etos 

profesionalisme yang dimiliki para hakim. Hal ini memastikan bahwa 

pengetahuan mendalam yang didapat sebagai mediator (berbasis relasi) 

tidak mengganggu objektivitas dan independensi saat bertugas sebagai 

adjudikator (berbasis hukum). Dalam menjalankan peran ganda, 

tantangan terbesar yang dihadapi hakim bukan lagi pada kompetensi 

hukum, melainkan pada adaptasi terhadap kondisi peran yang dijalani, 

yaitu kemampuan melakukan pendekatan secara efektif kepada para 

pihak yang memiliki karakteristik yang beragam. 

2. Pengaruh Peran Ganda Hakim terhadap Efektivitas Penyelesaian 

Perkara 

Pengaruh ini terwujud melalui dua dimensi, yaitu: 

a. Efisiensi manajerial. Peran mediasi secara langsung megurangi 

beban perkara. Keberhasilan mediasi yang dilakukan para hakim 

mediator mengurangi antrean perkara yang harus diputus. 
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b. Peningkatan kualitas substantif. Pengalaman Hakim sebagai 

mediator memberi mereka pemahaman yang lebih kaya tentang akar 

masalah dan kebutuhan para pihak. 

Dapat penulis sampaikan bahwa peran ganda memang dialami oleh 

para hakim di PA Curup, namun dapat mereka minimalisir seluruh dampak 

yang mungkin akan terjadi dengan etos profesionalisme yang mereka 

miliki. Lalu pengalaman Hakim sebagai mediator juga memberi mereka 

pemahaman yang lebih kaya tentang akar masalah dan kebutuhan para 

pihak. Dimana hasil putusan dari negosiasi masing-masing pihak yang 

kemudian oleh mediator hakim dipastikan bahwa kesepakatan yang 

dihasilkan tetap memenuhi standar keadilan dan lebih responsif terhadap 

kondisi nyata para pihak, sehingga hasil kesepakatan yang tercapai 

memuaskan untuk para pihak. 

B. Saran 

1. Bagi Pengadilan Agama Curup 

a. Penguatan Kompetensi Humanis, Mengingat tantangan terbesar 

dalam peran ganda adalah adaptasi humanis, PA Curup disarankan 

untuk memprioritaskan pelatihan lanjutan bagi para hakim yang 

berfokus pada psikologi komunikasi, negosiasi tingkat lanjut, dan 

resolusi konflik interpersonal untuk menangani keragaman 

karakteristik pihak berperkara secara lebih optimal dan juga mampu 

berpikir kreatif agar strategi yang digunakan dalam mediasi bisa 
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membuat susasana tenang dan nyaman untuk para pihak yang 

bermediasi. 

b. Dukungan Sistem Manajemen Waktu, Perlu dipertimbangkan 

adanya sistem manajemen perkara terintegrasi yang dapat 

membantu hakim mengelola transisi antara peran adjudikator dan 

mediator, terutama saat terjadi penumpukan atau transisi Hakim, 

guna meminimalkan dilema subjektif yang dirasakan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Eksplorasi dampak jangka panjang, Disarankan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif atau mixed-

method yang berfokus pada dampak jangka panjang dari konflik 

peran subjektif terhadap kesejahteraan psikologis (well-being) dan 

performa Hakim. 

b. Perbandingan lintas wilayah, Melakukan studi banding 

fenomenologi peran ganda di Pengadilan Agama lain yang memiliki 

beban kerja rendah atau fasilitas yang berbeda untuk menguji apakah 

strategi mitigasi dan kriteria efektivitas yang ditemukan di PA Curup 

bersifat universal atau spesifik secara kontekstual. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM MEDIATOR DI PA CURUP 

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. “─ .. Terkait dengan tugas saya di 

Pengadilan Agama Curup, saya harus 

mengakui bahwa beban kerja yang 

dihadapi memang tinggi. Iya, setiap 

hari selalu ada berkas perkara yang 

masuk, baik itu untuk peradilan 

putusan maupun mediasi. Bahkan, 

jumlah perkara yang saya tangani ini 

sering melebihi kapasitas ideal sebagai 

seorang hakim. 

Meskipun demikian, saya siap 

menerima peran ganda sebagai 

adjudikator dan mediator ini sebagai 

bagian dari tanggung jawab profesi. 

Namun, bukan berarti tugas ini tidak 

memiliki tantangan. Selama menjalani 

tugas sebagai hakim dan mediator, 

terkadang saya juga merasa ada 

bentrok ketika menjalani peran yang 

berganti-gantian ini. Ini adalah dilema 

yang muncul secara personal. 

Walaupun ada bentrok, saya tegaskan 

bahwa tidak ada kesulitan untuk 

menjaga independensi dalam memutus 

perkara, karena independensi sudah 

menjadi hal yang wajib oleh saya 

selaku hakim untuk secara profesional 

bisa menjaga netralitas ketika 

menangani perkara.  

Mengenai keterampilan, kalau soal 

keterampilan sudah pasti saya merasa 

mampu, hanya saja tantangan terbesar 

justru berada pada aspek relasional. 

Untuk melakukan pendekatan kepada 

para pihak yang bermediasi ini 

tentunya terbilang susah, mengingat 

karakteristik dan kepribadian mereka 

ini bermacam-macam, sehingga 

pendekatannya juga harus bermacam-

macam. 

Secara keseluruhan, saya menilai 

penyelesaian perkara di PA Curup 

sudah terbilang efektif. Proses 



putusan, alhamdulillah tepat waktu 

selama saya memimpin sidang, dan 

kualitas putusan yang dihasilkan jelas 

memenuhi standar keadilan. 

Terkait peran mediator, kalau 

selama saya melakukan mediasi, 

alhamdulillah kondusif dan berjalan 

dengan lancar. Bahkan, banyak dari 

yang saya pimpin ini mediasinya 

berhasil dan hasilnya umumnya 

memuaskan dan berkelanjutan. Saya 

merasa mediasi terbukti lebih efektif 

dibandingkan penyelesaian melalui 

putusan, karena mereka punya ruang 

yang lebih tenang dan luas untuk 

saling bertukar pendapat. 

Meskipun saya merasa mediasi 

tidak terlalu membantu mengurangi 

beban perkara secara drastic sebab 

terkadang mereka yang berperkara ini 

sudah mantap di hati mereka untuk 

berpisah, terutama kasus cerai tetapi 

disinilah fungsi kami untuk mencoba 

kembali membuka hati mereka agar 

perkara ini dicabut. Disini saya 

merasa kompeten dalam peran 

mediator, dan fasilitas serta waktu 

yang tersedia juga mendukung 

efektivitas mediasi yang saya 

fasilitasi.” 

 

Ayu Mulya, S.HI., M.H. “─ .. Sebagai seorang Hakim 

disini saya merasakan bahwa beban 

kerja di Pengadilan Agama Curup 

memang tinggi. Iya, setiap hari selalu 

ada berkas perkara yang masuk, baik 

itu perkara untuk saya putus maupun 

perkara untuk saya mediasi. Dan ya, 

jumlah perkara yang kami tangani ini 

memang sering melebihi kapasitas 

ideal seorang hakim. 

Demikian, saya sepenuhnya siap 

untuk menjalankan peran ganda ini 

dan menerima tugas ini sebagai bagian 

dari tanggung jawab profesi. Saya 



merasa memiliki keterampilan yang 

memadai, karena kami juga sebelum 

diberikan mandat untuk menjadi 

mediator (hakim), kami sudah 

diberikan pelatihan yang cukup. Jadi, 

saya merasa kompeten dalam peran 

mediator dan mampu membantu para 

pihak mencapai kesepakatan. 

Terkait dengan Konflik Peran, 

harus saya akui bahwa selama 

menjalani tugas sebagai hakim dan 

mediator, terkadang juga merasa ada 

bentrok ketika saya menjalani peran 

yang berganti-gantian ini. Namun, 

benturan itu tidak pernah mengganggu 

tugas utama. Saya pastikan tidak ada 

kesulitan untuk menjaga independensi 

dalam memutus perkara, karena 

independensi sudah menjadi hal yang 

wajib oleh saya selaku hakim untuk 

secara profesional bisa menjaga 

netralitas ketika menangani perkara. 

Secara keseluruhan, saya 

melihat penyelesaian perkara di PA 

Curup sudah terbilang efektif. Proses 

putusan selalu alhamdulillah tepat 

waktu selama saya memimpin sidang, 

dan kualitas putusan yang dihasilkan 

ya jelas memenuhi standar keadilan. 

Dalam konteks mediasi, kalau 

selama saya melakukannya, 

alhamdulillah kondusif dan berjalan 

dengan lancar. Hasilnya juga 

memuaskan dan berkelanjutan, dan 

banyak dari yang saya pimpin ini 

mediasinya berhasil. 

Bagi saya, mediasi terbukti lebih 

membantu untuk mengurangi beban 

perkara di PA Curup, sebab jika 

mediasi tersebut berhasil, perkara juga 

dianggap selesai dalam tahap damai. 

Dan ya, mediasi terbukti lebih efektif 

dibandingkan penyelesaian melalui 

putusan karena mereka punya ruang 

yang lebih tenang dan luas untuk 

saling bertukar pendapat. Fasilitas dan 



waktu yang tersedia di sini juga saya 

rasa mendukung efektivitas mediasi.” 

 

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H “─ .. Di Pengadilan Agama 

Curup ini, saya memastikan bahwa 

peran ganda sebagai adjudikator dan 

mediator adalah tugas harian sesuai 

dengan perintah PERMA Nomor 1 

Tahun 2016. Iya, setiap hari selalu ada 

berkas perkara yang masuk, baik itu 

untuk persidangan maupun mediasi. 

Saya akui, jumlah perkara yang kami 

tangani sering melebihi kapasitas ideal 

yang seharusnya, sehingga beban kerja 

terasa nyata. 

Ketika ditanya mengenai 

dilema, kalau saya pribadi, tentu ada, 

terutama ketika penumpukan perkara 

sedang tinggi. Dilema ini semakin 

terasa ketika terjadi transisi hakim, 

yang membuat penumpukan berkas 

semakin banyak. Tekanan waktu dan 

volume ini adalah sumber utama 

dilema saya. 

Meskipun menghadapi tekanan 

itu, kami dituntut profesional. Tidak 

ada kesulitan yang berarti dalam 

menjaga independensi saat memutus 

perkara. Bagi saya, independensi 

sudah menjadi hal yang wajib oleh 

saya selaku hakim untuk secara 

profesional bisa menjaga netralitas 

ketika menangani perkara. Ini adalah 

komitmen dasar kami selaku hakim. 

 Dengan peran mediasi, saya 

rasa kami sudah sangat siap. Kami 

juga sebelum diberikan mandat untuk 

menjadi mediator (hakim), kami sudah 

diberikan pelatihan. Jadi, saya yakin 

kompeten dan mampu membantu para 

pihak mencapai kesepakatan secara 

maksimal. Saya sepenuhnya menerima 

tugas peran ganda ini sebagai bagian 

dari tanggung jawab profesi. Selain 

itu, fasilitas dan waktu yang tersedia di 



sini cukup mendukung proses mediasi 

kami. 

Secara keseluruhan, saya 

melihat penyelesaian perkara di PA 

Curup sudah terbilang efektif. Semua 

proses putusan yang saya pimpin 

alhamdulillah tepat waktu dan kualitas 

putusan yang dihasilkan jelas 

memenuhi standar keadilan. 

Dalam mediasi, prosesnya 

selalu kondusif dan berjalan dengan 

lancar. Bahkan, saya bisa katakan 

bahwa mediasi terbukti lebih 

membantu untuk mengurangi beban 

perkara di PA Curup. Ini adalah poin 

penting. Sebab, jika mediasi tersebut 

berhasil, perkara juga dianggap 

selesai dalam tahap damai. Jadi, 

mediasi tidak hanya efektif secara 

moral, tetapi juga efisien secara 

manajerial. Mediasi juga terbukti lebih 

efektif dibandingkan penyelesaian 

melalui putusan karena mereka punya 

ruang yang lebih tenang dan luas untuk 

saling bertukar pendapat, dan hasilnya 

umumnya memuaskan dan 

berkelanjutan.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

A. Peran Ganda Hakim 

1. Beban Kerja (Persepsi jumlah perkara) 

a. Benarkah Bapak/Ibu Hakim menangani banyak perkara sebagai 

adjudikator dan mediator setiap bulan? 

b. Apakah jumlah perkara yang Bapak/Ibu Hakim tangani sering 

melebihi kapasitas ideal hakim? 

2. Konflik Peran (Dilema objektifitas dan independensi) 

a. Apakah Bapak/Ibu Hakim mengalami dilema saat harus bersikap 

objektif sebagai adjudikator dan mediator? 

b. Apakah peran ganda membuat Bapak/Ibu Hakim kesulitan 

menjaga independensi dalam memutus perkara? 

3. Keterampilan Mediasi (Kemampuan memfasilitasi mediasi) 

a. Apakah Bapak/Ibu Hakim merasa memiliki keterampilan yang 

cukup untuk memediasi para pihak? 

b. Bapak/Ibu Hakim merasa mampu membantu para pihak mencapai 

kesepakatan melalui mediasi? 

4. Kesiapan Peran (Penerimaan tugas ganda) 

a. Siapkah Bapak/Ibu Hakim menjalankan peran sebagai adjudikator 

dan mediator sekaligus? 

b. Apakah Bapak/Ibu Hakim menerima tugas peran ganda ini sebagai 

bagian dari tanggung jawab profesi? 

 



B. Efektivitas Putusan 

1. Persepsi Efektivitas (Proses dan kualitas putusan) 

a. Apakah proses penyelesaian perkara melalui putusan di PA Curup 

berjalan efektif? 

b. Apakah waktu penyelesaian perkara melalui putusan sesuai dengan 

target yang ditetapkan? 

c. Menurut Bapak/Ibu Hakim apakah kualitas putusan yg dihasilkan 

telah memenuhi standar keadilan? 

2. Clearance Rate (Data objektif perkara diputus) 

a. Jumlah total perkara yang Bapak/Ibu tangani 

b. Jumlah perkara yang Bapak/Ibu PUTUSKAN (melalui sidang) 

3. Waktu Penyelesaian (Durasi rata-rata putusan) 

a. Rata-rata waktu penyelesaian satu perkara putusan (sejak register 

sampai putus) 

C. Efektivitas Mediasi 

1. Persepsi Efektivitas (Proses dan hasil mediasi) 

a. Dari padangan Bapak/Ibu Hakim apakah proses mediasi yang 

Bapak/Ibu Hakim fasilitasi umumnya berjalan lancer? 

b. Dari mediasi yang Bapak/Ibu Hakim laksankan, apakah hasil 

mediasi yang Bapak/Ibu Hakim fasilitasi tersebut umumnya 

memuaskan dan berkelanjutan? 

c. Benarkah mediasi membantu mengurangi beban perkara di PA 

Curup? 



d. Dari yang Bapak/Ibu Hakim lihat, benarkah para pihak umumnya 

puas dengan proses mediasi yang Bapak/Ibu Hakim pimpin? 

e. Apkaah mediasi terbukti lebih efektif dibandingkan penyelesaian 

melalui putusan? 

f. Apakah Bapak/Ibu Hakim merasa kompeten dalam menjalankan 

peran sebagai mediator? 

g. Apakah fasilitas dan waktu yang tersedia mendukung efektivitas 

mediasi? 

2. Tingkat Keberhasilan (Data objektif mediasi berhasil) 

a. Jumlah perkara yang MASUK PROSES MEDIASI di bawah 

bimbingan Bapak/Ibu 

b. Jumlah perkara yang BERHASIL DAMAI melalui mediasi 

3. Waktu Mediasi (Durasi rata-rata mediasi) 

a. Rata-rata waktu penyelesaian satu proses mediasi 

D. Efektivitas Keseluruhan 

1. Persepsi Umum (Evaluasi menyeluruh) 

a. Menurut pandangan Bapak/Ibu Hakim, secara keseluruhan apakah 

penyelesaian perkara di PA Curup sudah terbilang efektif? 

 

 

 

 



DAFTAR PERKARA PERDATA TERSELESAIKAN TAHUN 2023 

 

 

 

DAFTAR PERKARA TERSELESAIKAN TAHUN 2023 

 

 



DAFTAR PERKARA PERDATA TERSELESAIKAN TAHUN 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI 

TAHUN 2023 

Perkara Mediasi Mediasi Berhasil Mediasi Tidak Berhasil 

129 61 32 

 

JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI 

TAHUN 2024 

Perkara Mediasi Mediasi Berhasil Mediasi Tidak Berhasil 

102 47 55 
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